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ABSTRAK  
 
Pratiwi, Rani Diana, Gugat Rekonpensi dalam Penyelesaan Perkara Perdata 
Jual Beli di Pengadilan Negeri Brebes (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bbs). 
Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti 
Tegal. 2019. 
 
Gugatan rekonpensi diajukan Tergugat karena merasa belum terdapat dalam 
petitum gugatan mengenai kepentingan tergugat, hanya kepentingan Penggugat saja 
yang diutamakan. Adanya gugatan rekonpensi, supaya adanya hukum yang adil bisa 
diterapkan di Pengadilan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.  
Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Mendeskripsikan dasar gugat rekonpensi 
dalam penyelesaan perkara perdata jual beli pada putusan nomor 1/Pdt.G/2019/ 
PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes, 2) Mendeskripsikan penyelesaan perkara 
perdata jual beli melalui gugatan rekonpensi pada putusan nomor 1/Pdt.G/2019/ 
PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
normatif, jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah data 
sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi 
dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan penalaran 
deduktif. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Dasar gugat rekonpensi dalam 
penyelesaan perkara perdata jual beli pada putusan nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs di 
Pengadilan Negeri Brebes yaitu Pasal 1458 Jo. Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 
1473, 1474, 1475 KUH Perdata. Hubungan hukum antara Tergugat Rekonpensi/ 
Penggugat Konpensi dengan Aim Walim (suami Penggugat Rekonpensi/Tergugat II 
Konpensi) adalah jual beli atas obyek sengketa, bukan hutang piutang/minjam 
meminjam uang seperti yang didalilkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi; 2) 
Penyelesaan perkara perdata jual beli melalui gugatan rekonpensi pada putusan nomor 
1/Pdt.G/2019/PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes dilakukan dengan pembuktian dan 
pertimbangan. Berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hakim terbukti bahwa 
perjanjian jual beli telah terjadi antara pihak Penggugat dan pihak Walim (dalam hal 
ini suami Tergugat II) dengan terjadi kesepakatan antara para pihak tentang harga dan 
letak tanah yang dijual sesuai dengan Pasal 1458 KUH Perdata dan telah memenuhi 
syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jual beli tersebut 
adalah sah sehingga penguasaan atas obyek sengketa oleh Penggugat Rekonpensi/ 
selaku istri & ahli waris Aim Walim adalah sah menurut hukum dan sebagai penjual 
berkewajiban membantu proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa sesuai 
dengan Pasal 1474 KUH Perdata. 
 
Kata Kunci: Gugat Rekonpensi, Perkara Perdata, dan Jual Beli. 
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ABSTRACT 
 
Pratiwi, Rani Diana, Lawsuit for Reconstruction in the Settlement of Civil 
Cases in the Brebes District Court (Study of Decision Number 1/Pdt.G/2019/PN Bbs). 
Skripsi. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti Tegal University. 
2019. 
 
The Defendant's lawsuit was filed by the Defendant because they felt that it 
was not yet included in the petitum of the claim regarding the defendant's interests, 
only the Plaintiff's interests were prioritized. There is a lawsuit for reconciliation, so 
that a fair law can be applied in the Court and no one party is harmed. 
The purpose of this study is to: 1) Describe the basis of the reconsideration 
lawsuit in the settlement of the sale and purchase of civil cases through decision 
number 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs in Brebes District Court, 2) Describe the completion of 
the civil case sale and purchase settlement in the decision number 1/Pdt.G/2019/PN. 
number 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs at the Brebes District Court. This research uses a 
normative approach, this type of research is descriptive. The data source of this 
research is secondary data. The data collection method uses literature study and 
document study. Analysis of research data using qualitative analysis with deductive 
reasoning. 
The results of the study can be concluded that 1) The basis of the claim for 
reconciliation in the settlement of civil law cases in the decision number 1/Pdt.G/2019/ 
PN.Bbs in the Brebes District Court namely Article 1458 Jo. Article 1320 Civil Code 
and Article 1473, 1474, 1475 Civil Code. The legal relationship between the 
Respondent Defendant/Plaintiff of the Conference and Aim Walim (husband of the 
Respondent Plaintiff/Defendant II of the Conference) is the sale and purchase of the 
object of the dispute, not debts/borrowed borrowing money as argued by the 
Defendant Defendant/Plaintiff II of the Conference; 2) Completion of a civil sale and 
purchase case through a lawsuit on reconciliation in the decision number 1/Pdt.G/ 
2019/PN.Bbs in the Brebes District Court carried out with proof and consideration. 
Based on the evidence and consideration of the judge, it was proven that the sale and 
purchase agreement had occurred between the Plaintiff and Walim (in this case 
Defendant's husband II) with an agreement between the parties regarding the price and 
location of the land sold in accordance with Article 1458 of the Civil Code and had 
fulfilled requirements for the validity of the agreement provided for in Article 1320 of 
the Civil Code. The sale and purchase is legal so that the control over the object of the 
dispute by the Plaintiff's Reconstruction/as his wife & heirs Aim Walim is legal 
according to the law and as a seller is obliged to assist in the process of transferring 
the rights to the disputed land object in accordance with Article 1474 of the Civil 
Code. 
 
Keywords: Lawsuit of Reconstruction, Civil Case, and Sale and Purchase. 
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MOTTO  
 
 Uang bukan satu-satunya jawaban, tapi itu membuat perbedaan. (Barack Obama) 
 Penghasilan kita seperti sepatu: jika terlalu kecil, mereke menjepit kita. Tetapi jika 
terlalu besar, mereka membuat kita tersandung dalam perjalanan. (Charles Caleb 
Colton) 
 Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki 
yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak 
ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-
orang yang zalim. (QS: Al-Baqarah: 254) 
 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: An-Nisaa: 29) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Kewajiban pemerintah sebagai negara hukum mengatur pelaksanaan hak-
hak seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dengan menjamin 
pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan umum, 
bangsa dan negara. Untuk menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan 
hubungan antara sesama dalam masyarakat maka perlu adanya perlindungan 
terhadap hak-hak tersebut.  
Adanya tindakan sendiri pihak-pihak yang tidak berhak untuk 
mendapatkan pelaksanaan hak seseorang, maka untuk mencegah dan melindungi 
hak-hak seseorang tersebut maka pemerintah dalam hal ini melalui badan 
peradilan negara mempunyai tugas menyelenggarakan peradilan demi tegaknya 
hukum dan demi melindungi kepentingan-kepentingan umum. Seseorang yang 
merasa haknya dilanggar dan mengakibatkan kerugian pada dirinya dapat 
mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan selama pengadilan tersebut 
mempunyai kewenangan untuk mengadili atau berkompeten (Pasal 118 HIR), agar 
perkaranya diselesaikan melalui jalur hukum. 
Pengadilan sangat berperan penting untuk memecahkan masalah tersebut, 
namun tanpa adanya pengajuan kepada pengadilan oleh para pihak yang 
berperkara, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu perkara di pengadilan 
baru dapat diperiksa setelah adanya suatu permohonan atau gugatan. Seperti yang 
termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang 
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Ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ”Penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan Peradilan dan 
ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, 
memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 
kepadanya.” 
Gugatan merupakan suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak 
(kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan 
dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain 
yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.1 Gugatan atau permohonan 
diajukan kepada ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak 
dan di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar 
landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak untuk 
mendapat suatu putusan.  
Ada berbagai macam formulasi gugatan yang biasa digunakan di 
Pengadilan. Mengajukan suatu gugatan atau permohonan tidak sembarangan, 
karena setiap gugatan atau permohonan itu harus sesuai dengan undang-undang 
dan peraturan yang berlaku dimasing-masing lingkungan Peradilan. Suatu gugatan 
dapat digabungkan atau dikumulasi menjadi satu surat gugat, misalnya perbuatan 
melawan hukum dan wanprestasi.  
Penggabungan perkara dapat dilakukan sepanjang benar-benar untuk 
memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan dan menghindari 
terjadinya putusan yang saling bertentangan. Hal serupa juga dapat ditemui dalam 
                                                  
1 Hutagalung, Sophar Maru, Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di 
Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 1. 
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Putusan Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007. Majelis 
hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sungguhpun dalam gugatan 
terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan 
tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi 
obyektif dapat dibenarkan. 
Perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bbs, Penggugat adalah nasabah/debitur 
dari Tergugat I dengan nomor rekening 33212790 memiliki pinjaman kredit 
sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulan 
sebesar Rp 2.041.700,- (dua juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) selama 
24 bulan. Penggugat menyerahkan sebuah Serifikat Hak Milik nomor : 00188 atas 
nama CASMADI, Spd Bin Sukyadi sebagai jaminan/agunan pinjaman hutang di 
Tergugat I. Pada awalnya Penggugat lancar dalam melakukan angsuran kredit 
yaitu sebesar Rp 2.041.700,- (dua juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) 
perbulanya namun pada bulan-bulan terakhir Penggugat mengalami kesulitan 
usaha sehingga tidak dapat meneruskan cicilan/angsuran kredit yang tinggal 
beberapa bulan saja (±4 angsuran). Tergugat II bersama suaminya mengklaim 
serta menguasai tanah dengan Serifikat Hak Milik nomor: 00188 atas nama 
Casmadi, Spd Bin Sukyadi karena Penggugat punya hutang kepada Tergugat II 
dan suaminya tersebut sebesar ± Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah). 
Pada bulan November 2013 Penggugat berinisiatif menayakan dan membayar 
hutang kepada Tergugat II dan suaminya sebesar±Rp 58.000.000,- (lima puluh 
delapan juta rupiah) agar Tergugat II dan suaminya tidak membangun dan 
menguasai tanah pekarangan milik Penggugat yang mana sertifikatnya sedang 
dijadikan jaminan/agunan di Tergugat I, namun suami dari Tergugat II marah dan 
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mengancam Penggugat bahkan Penggugat disuruh membayar kekurangannya 
dalam pelunasan hutang di Tergugat I sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) 
kepada Tergugat II dan suaminya. Penggugat menganggap kantor Tergugat I 
dalam melaksanakan operasionalnya sebagai lembaga keuangan Bank Pemerintah 
ternyata menyewa rumah milik Tergugat II terindikasi antara Tergugat I dan 
Tergugat II melakukan perbuatan curang sehingga dengan mudah jaminan/agunan 
milik Penggugat diberikan kepada Tergugat II.2 
Gugatan yang tidak dikumulasikan, maka pihak lawan dalam hal ini 
tergugat dapat mengajukan gugatan balik atau rekonpensi pada waktu menjawab 
gugatan pokok. HIR tidak menentukan keharusan tentang adanya hubungan antara 
gugatan konvensi dan rekonpensi. Tetapi di dalam praktek apabila keduanya tidak 
ada hubungan hukum dirasakan amat janggal, hakim dapat memisahkan antara 
kedua gugatan tersebut dan akan diperiksa sendiri-sendiri sebagai gugatan biasa.  
Menurut ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, rekonpensi yang diajukan 
Tergugat sebenarnya merupakan jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat 
atas perkara yang sedang diperiksa, oleh karena itu rekonpensi diajukan bersama-
sama dengan jawaban Tergugat baik tertulis atau lisan. Tuntutan rekonpensi pada 
hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua tuntutan yang saling 
berhubungan. Hubungan ini dapat terjadi apabila antara pokok perkara gugatan 
konvensi dan pokok perkara gugatan rekonpensi menjadi kewenangan absolut 
Pengadilan Negeri disamping itu penggugat masih mempunyai hubungan hukum 
dengan tergugat dalam rekonpensi. 
                                                  
2 Pengadilan Negeri Brebes, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bbs, Brebes, 2010, hal. 2-3. 
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Gugatan rekonpensi pada perkara nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bbs terkait 
dengan hubungan hukum antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi 
dengan Aim. Walim (suami Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) adalah 
bukan hutang piutang, tetapi jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Desa 
Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes, sebagaimana tersebut dalam SHM No. 
00188 tertulis atas nama Casmadi (obyek sengketa). Tergugat Rekonpensi/ 
Penggugat Konpensi telah menjual atas sebidang tanah yang terletak di Desa 
Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes, sebagaimana tersebut dalam S.H.M. 
No. 00188 tertulis atas nama Casmadi (obyek sengketa) kepada Aim. Walim 
(suami Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi). Maka Tergugat 
menganggap jual beli atas sebidang tanah sebagai obyek Sengketa tersebut 
sebagaimana dalam bukti pembayaran berupa kwitansi adalah Sah dan mengikat 
dan Sah milik Walim (suami Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi).3 
Pengajuan gugat balasan merupakan suatu hak istimewa yang diberikan 
oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak 
untuk menggugat dari pihak tergugat terhadap pihak penggugat secara bersama-
sama dengan gugat asal. Suatu hak istimewa, oleh karena sesungguhhnya pihak 
tergugat yang hendak menggugat pihak penggugat asal, disebut pula penggugat 
dalam rekonpensi, dapat pula menempuh jalan lain, yaitu dengan mengajukan 
gugat baru tersendiri, lepas dari gugat asal.4  
 
                                                  
3 Ibid, hal. 24-25. 
4 Sutantio, Retnowulan, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar 
Maju, 1997, hal. 42. 
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Menurut ketentuan Pasal 132a ayat (1) HIR yang menyatakan tergugat 
dapat mengajukan gugat balas dalam segala perkara, yaitu: 
1. Semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugat balas 
ditunjukkan kepada dirinya sendiri dan sebaliknya. 
2. Jika pengadilan negeri kepada siapa gugat balasan itu dimasukkan tidak 
berwenang berhubungan dengan pokok perselisihan memeriksa gugat balasan. 
3. Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim. Misalnya hakim 
memerintahkan tergugat yang kalah supaya menyerahkan sebidang tanah 
kepada penggugat. Kemudian tergugat mengajukan rekonpensi supaya 
penggugat membayar hutangnya yang dijamin dengan sawah tersebut. Hakim 
akan menolak rekonpensi tersebut.5  
Jika dalam pemeriksaan tingkat perta tidak diajukan gugat balas, maka 
dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi, hal ini seperti diatur dalam Pasal 
132 a Ayat (2) HIR. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 132 b Ayat (1) menyatakan 
bahwa tergugat harus mengajukan gugat balas bersama-sama dengan jawabannya, 
baik dengan tertulis maupun lisan.  
Gugat rekonpensi yang diajukan bersama dengan jawaban tergugat dan 
tidak diajukan secara tersendiri dalam proses persidangan yang lain mempunyai 
beberapa keuntungan, antara lain apabila gugat balasan atau rekonpensi ini 
diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat akan dapat menghemat ongkos 
perkara karena pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan perkara pokok sehingga 
tidak lagi membayar ongkos perkara. Keuntungan selanjutnya adalah 
                                                  
5 Makarao, Moh Taufik, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, 
hal. 67. 
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mempermudah prosedur karena secara tidak langsung memotong rangkaian proses 
mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan pemanggilan para pihak untuk 
melakukan persidangan lagi.  
Rekonpensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat juga dapat 
menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan, karena gugatan 
konvensi dan rekonpensi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat 
putusan, kecuali kalau pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat 
diselesaikan lebih dahulu daripada yang lain, maka pemeriksaan perkaranya yang 
dapat didahulukan akan diperiksa terlebih dahulu aman tetapi gugatan semula dan 
rekonpensi yang belum diputuskan tetap diperiksa oleh hakim yang sama sampai 
dijatuhkan putusan terakhir. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka atas putusan pengadilan yang 
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Gugat Rekonpensi dalam Penyelesaan 
Perkara Perdata Jual Beli di Pengadilan Negeri Brebes (Studi Putusan Nomor 
1/Pdt.G/2019/PN.Bbs).” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Apa dasar gugat rekonpensi dalam penyelesaan perkara perdata jual beli pada 
putusan nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes? 
2. Bagaimana penyelesaian perkara perdata jual beli melalui gugatan rekonpensi 
pada putusan nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes? 
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C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Mendeskripsikan dasar gugat rekonpensi dalam penyelesaan perkara perdata 
jual beli pada putusan nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs di Pengadilan Negeri 
Brebes. 
2. Mendeskripsikan penyelesaan perkara perdata jual beli melalui gugatan 
rekonpensi pada putusan nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs di Pengadilan Negeri 
Brebes. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis. Menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam 
tentang gugat rekonpensi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 
kontribusi positif kajian akademis dan sebagai salah satu referensi atau bahan 
acuan untuk penelitian berikutnya. 
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan memberi kemanfaatan bagi para 
praktisi hukum, khususnya kasus tentang gugatan rekonpensi. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang prosedur pelaksanaan 
penyelesaian perkara perdata dalam peradilan kepada masyarakat khususnya 
mengenai gugat balik (rekonpensi) serta diharapkan dapat memberikan 
pertimbangan dan solusi kepada para pencari keadilan untuk mempertahankan 
haknya melalui gugatan rekonpensi. 
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E. Metode Penelitian  
1. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. 
Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, 
yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun 
hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi 
terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni 
masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, 
hubungan hukum dan obyek hukum.6 
Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder.7 Penelitian ini termasuk penelitian normatif karena yang diteliti 
yaitu data sekunder berupa dokumen hukum putusan hakim Pengadilan Negeri 
Brebes Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs. Bahan hukum tersebut disusun secara 
sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya 
dengan masalah yang diteliti 
2. Jenis dan Sumber Data  
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library 
research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian melalui studi kepustakaan 
(library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang 
                                                  
6  Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 15. 
7  Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hal. 52. 
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dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.8 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan karena yang diteliti adalah 
dokumen-dokumen hukum.  
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 
adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui 
sumber lain baik lisan maupun tulisan, bersumber pada buku-buku literatur, 
dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan penelitian.9 Penelitian ini menggunakan data sekunder karena 
sumber data utama dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri 
Brebes Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs. 
Jenis data sekunder, terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan non hukum. Sumber dan jenis bahan penelitian yang 
digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi: 
a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 
berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat 
mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.10  
b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 
keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak 
langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak 
                                                  
8 Soekanto, Soerjono, Op Cit. hal. 21. 
9 Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007. hal. 99. 
10 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005,           
hal. 142. 
  
11 
lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang 
berwujud laporan dan buku-buku hukum.11 
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti: 
kamus, literatur-literatur hasil penelitian, media massa, pendapat sarjana 
dan ahli hukum, surat kabar, website.  
3. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 
studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang 
dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.12 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka dengan cara menelusuri 
perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-
literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, dan 
searching internet guna menunjang penelitian. Sedangkan studi dokumen 
dengan mencari data terkait penelitian yaitu berupa putusan pengadilan. 
4. Metode Analisis Data  
Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu berusaha 
menggambarkan dan menjelaskan terhadap sumber-sumber hukum yang 
                                                  
11 Ibid, hal. 36. 
12  Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hal. 21. 
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dijadikan legitimasi terkait hukum jual beli dalam hukum positif di Indonesia 
dan pelaksanaanya.  
Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling 
berhubungan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Reduksi data meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan diringkas dan 
disederhanakan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. 
Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa 
umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada 
suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Dengan 
demikian, metode deduktif atau penalaran deduktif adalah proses penalaran 
dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan 
logis tertentu.13  
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi memuat urut-urutan penulisan penelitian 
dalam skripsi. Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis 
menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Pustaka. Bab ini mengemukakan tinjauan umum tentang jual 
beli, meliputi pengertian jual beli, asas-asas dan syarat perjanjian jual beli,  
                                                  
13 https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi. (24 Mei 2019). Lihat pada Sternberg, R. J. 
Cognitive Psychology. Belmont, CA: Wadsworth, 2009, hal. 578. 
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subjek dan objek perjanjian jual beli, hak dan kewajiban para pihak dalam 
perjanjian jual beli, bentuk-bentuk perjanjian jual beli, risiko dalam 
perjanjian jual beli; tinjauan umum tentang gugatan, meliputi pengertian 
gugatan, syarat-syarat gugatan, bentuk dan formulasi surat gugatan; 
tinjauan umum tentang gugatan balik (rekonpensi); dan tinjauan umum 
tentang putusan hakim. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan mendeskripsikan hasil 
penelitian dan pembahasan, meliputi: dasar gugat rekonpensi dalam 
penyelesaan perkara perdata jual beli melalui gugatan rekonpensi pada 
putusan nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes dan 
penyelesaan perkara perdata jual beli pada putusan nomor 
1/Pdt.G/2019/PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes. 
Bab IV Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan 
simpulan yang berisi terkait dengan merupakan jawaban dari 
permasalahan penelitian dan saran-saran dari penulis. 
14 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli  
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-
undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara 
khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam 
KUH Perdata maupun KUH Dagang. Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli 
adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di 
dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual 
beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk 
membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.14 
Pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat dengan cara memisahkan kata 
dari Perjanjian jual beli menjadi perjanjian dan jual beli. Pengikatan Jual Beli 
pengertiannya menurut R. Subekti adalah perjanjian antar pihak penjual dan pihak 
pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang 
harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat belum ada 
karena masih dalam proses, belum terjadi pelunasan harga. Sedangkan menurut 
Herlien Budiono, perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang 
berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas.15 
                                                  
14 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 
2003, hal. 49. 
15 Budiono, Herlien, Pengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak. Artikel Majalah Renvoi, Edisi 
Tahun I, No. 10, Bulan Maret 2004, hal. 57. 
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Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUH Perdata. Menurut 
pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau 
kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan 
dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah 
dijanjikan. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan 
dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Menurut 
Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana 
penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada 
pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.16 
Perjanjian jual beli termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik, dan 
perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban 
pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.17 Berdasarkan hal 
tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik 
yang berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yang 
diperbuatnya. Adapun penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan 
sekaligus berpihak atas pembayaran dari si pembeli. 
Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana 
antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan barang yang 
menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua 
belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian 
jual  beli  tersebut  ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “jual  
                                                  
16  Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 2010, hal. 243. 
17 Badrulzaman, Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan 
Penjelasannya, Bandung: Alumni, 2003, hal. 90. 
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beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka 
mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum 
diserahkan maupun harganya belum dibayar”. 
Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain 
yang disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap 
tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah 
menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak 
mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam 
perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada 
dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur naturalia.18 
Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan, 
namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses 
penyerahan (levering) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu: 
a. Benda Bergerak, penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan 
nyata dan kunci atas benda tersebut. 
b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh, penyerahan akan piutang atas nama 
dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta 
di bawah tangan. 
c. Benda tidak bergerak, untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan 
dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan 
Hipotek.19 
                                                  
18 Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007, hal. 127. 
19 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 
2003, hal. 49. 
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Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak 
penjual dan pembeli, apabila mereka sudah menyetujui dan bersepakat tentang 
keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan 
dan harganya belum dibayarkan. Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak 
antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Harga dan baranglah 
menjadi essensial perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak di jual, tidak 
mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak di bayar 
dengan sesuatu harga, maka jual beli tersebut dianggap tidak ada. 
2. Asas-Asas dan Syarat Perjanjian Jual Beli 
Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam 
perjanjian jual beli. Ada beberapa asas dalam hukum perjanjian, namun secara 
umum asas perjanjian ada lima20, yaitu:  
a. Asas Kebebasan Berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi 
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas 
yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:  
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian, 
2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun, 
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan 
4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.21  
 
                                                  
20 Ibid, hal. 9. 
21 Ibid, hal. 10. 
  
18 
Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam 
perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia 
dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan 
hukum perjanjian. 
b. Asas Konsensualisme. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa 
salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari 
kedua belah pihak.22 Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa 
suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup 
dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan 
persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak. 
c. Asas mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat 
(1) KUH Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat 
kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut 
mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para 
pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. 
d. Asas iktikad baik (Goede Trouw). Perjanjian harus dilaksanakan dengan 
iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Iktikad baik ada dua yaitu:  
1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.  
2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.23  
                                                  
22 Ibid, hal. 9. 
23 Rahardjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal. 45. 
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e. Asas Kepribadian. Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan 
perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam Pasal 
1317 KUH Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.24 
Menurut Mariam Darus ada 10 asas perjanjian, yaitu: 1) Kebebasan 
mengadakan perjanjian, 2) Konsensualisme, 3) Kepercayaan, 4) Kekuatan 
Mengikat, 5) Persamaan Hukum, 6) Keseimbangan, 7) Kepastian Hukum, 8) 
Moral, 9) Kepatutan, dan 10) Kebiasaan.25 Syarat sahnya suatu perjanjian seperti 
yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian 
jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. 
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari 
sahnya perjanjian adalah: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.  
Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu 
kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan 
kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. 
Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah 
satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi 
oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok 
dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak 
menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya 
persesuaian kehendak, yaitu dengan: 
 
                                                  
24 Salim H.S., Op Cit, hal. 9-10. 
25 Badrulzaman, Mariam Darus, KUH Perdata Buku III, Bandung: Alumni, 2006, hal. 108-120 
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1) Bahasa yang sempurna dan tertulis. 
2) Bahasa yang sempurna secara lisan. 
3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena 
dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa 
yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya. 
4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.  
5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.26  
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya 
kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis . Seseorang yang 
melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik 
maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat 
oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta. 
Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat 
yang berwenang. 
Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kata 
sepakat tidak didasarkan atas kemauan bebas/tidak sempurna apabila 
didasarkan: 
1) Kekhilafan (dwaling) 
2) Paksaan (geveld) 
3) Penipuan (bedrog) 
Adanya kesepakatan tersebut, maka perjanjian telah ada dan mengikat 
bagi kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan. 
 
                                                  
26 Salim H.S., Op Cit, hal. 33. 
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b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 
Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan 
hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum 
adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang 
cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. 
Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1330 disebutkan bahwa orang 
yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah: 
1) Orang yang belum dewasa 
2) Orang yang dibawah pengampuan 
3) Seorang istri. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui 
Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, 
orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. 
Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin 
suaminya. 
c. Suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek 
perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang 
maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian 
juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas: 
1) memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang. 
2) berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun 
rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.  
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3) tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu 
bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.27  
Prestasi dalam suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai 
berikut:  
1) Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau 
sedikitnya dapat ditentukan jenisnya.  
2) Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu 
kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan. 
3) Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. 
4) Prestasi harus mungkin dilaksanakan.28 
d. Suatu sebab yang halal 
Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian sebab yang 
halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian 
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan 
dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif 
karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat 
merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian.  
Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka 
perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta 
pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan 
                                                  
27 Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007, hal. 69. 
28 Komariah, Hukum Perdata, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhamadiyah, 2008,          
hal. 148. 
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ijinnya secara tidak bebas. Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak 
terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya 
perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak 
tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di kemudian hari. 
3. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli 
Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari 
perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan 
badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat 
menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, 
dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Namun 
secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan 
perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini:  
a. Jual beli suami istri. Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli 
antara suami istri adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka sejak saat 
itulah terjadi pencampuran harta, yang disebut harta bersama kecuali ada 
perjanjian kawin. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya yaitu:  
1) Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada isteri atau 
suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi 
apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum. 
2) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga dari 
siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya 
mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang 
menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan. 
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3) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi 
sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta 
perkawinan. 
b. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris. 
Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada 
benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, 
maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, 
rugi dan bunga. 
c. Pegawai yang memangku jabatan umum, yang dimaksud dalam hal ini adalah 
membeli untuk kepentingan sendiri terhadap barang yang dilelang.29  
Objek jual Beli yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua 
benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, 
dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan 
adalah:  
a. Benda atau barang orang lain 
b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang 
c. Bertentangan dengan ketertiban, dan 
d. Kesusilaan yang baik.30 
Pasal 1457 KUH Perdata memakai istilah zaak untuk menentukan apa yang 
dapat menjadi objek jual beli. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, zaak adalah 
barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual 
                                                  
29 Salim H.S., Op Cit, hal. 50. 
30 Ibid, hal. 51. 
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dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu 
barang yang bukan hak milik. 
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli 
Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak 
pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan 
Kewajiban Penjual adalah sebagai berikut: 
a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu 
benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka 
penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-
masing barang tersebut yaitu:  
1) Penyerahan Benda Bergerak. Mengenai Penyerahan benda bergerak 
terdapat dalam Pasal 612 KUH Perdata yang menyatakan Penyerahan 
kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan 
penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, 
atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana 
kebendaan itu berada. 
2) Penyerahan Benda Tidak Bergerak. Mengenai Penyerahan benda tidak 
bergerak diatur dalam Pasal 616-620 KUH Perdata yang menyebutkan 
bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. 
Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan 
dengan akta notaris. 
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3) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh. Diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata 
yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan 
akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada 
dibitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap 
piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, 
penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan 
penyerahan surat disertai dengan endosemen.31 
b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung 
terhadap cacat-cacat tersembunyi. 
Pasal 30 sampai dengan Pasal 52 United Nations Convention on 
Contract for the International Sale of Goods mengatur tentang kewajiban 
pokok dari penjual yaitu sebagai berikut:  
1) Menyerahkan barang 
2) Menyerahterimakan dokumen 
3) Memindahkan Hak Milik.32 
Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik 
secara nyata maupun secara yuridis. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Penjualan barang-barang Internasional (United Nations 
Convention on Contract for the International Sale of Goods) telah diatur 
tentang kewajiban antara penjual dan pembeli. Pasal 53 sampai 60 United 
Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods mengatur 
tentang kewajiban pembeli. Ada tiga kewajiban pokok pembeli yaitu: 
                                                  
31 Miru, Ahmadi, Op Cit, hal. 128. 
32 Salim H.S., Op Cit, hal. 56. 
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1) Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh Penjual 
2) Membayar harga barang sesuai dengan kontrak 
3) Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.33  
Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan 
mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin 
dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan 
pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati 
kedua belah pihak. Kewajiban Pihak Pembeli adalah: 
1) Membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji yang telah 
dibuat 
2) Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar, 
biaya akta dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya. 
Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Kewajiban dari pihak pembeli 
adalah merupakan Hak bagi pihak Penjual dan sebaliknya Kewajiban dari 
Pihak Penjual adalah merupakan hak bagi pihak Pembeli. 
5. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli 
Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat 
dibuat secara lisan dan tulisan yang dapat bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi 
perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu 
bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak 
sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat 
pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian tersebut. 
                                                  
33 Ibid, hal. 56. 
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Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris. 
Bentuk perjanjian jual beli ada dua yaitu: 
a. Lisan, yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat untuk 
mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara 
lisan. 
b. Tulisan, yaitu Perjanjian Jual beli dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan 
dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. 
Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai 
umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Mengenai Akta 
Autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
Berdasarkan inisiatif pembuatnya akta autentik dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Akta Pejabat (acte amtelijke). Akta Pejabat adalah akta yang dibuat oleh 
pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut 
menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi inisiatifnya 
tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta itu. 
Contohnya Akta Kelahiran. 
b. Akta Para Pihak (acte partij). Akta Para Pihak adalah akta yang inisiatif 
pembuatannyadari para pihak di hadapan pejabat yang berwenang. Contohnya 
akta sewa menyewa.34 
Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat untuk tujuan pembuktian 
namun tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Akta di bawah tangan 
                                                  
34 Rahardjo, Handri, Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit, Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2003, hal. 10. 
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mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan pengakuan dari para pihak yang 
membuatnya. Hal ini bermakna kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dapat 
dipersamakan dengan akta autentik sepanjang para pembuat akta dibawah tangan 
mengakui dan membenarkan apa yang telah ditandatanganinya. Akta di bawah 
tangan merupakan akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian 
apabila diakui oleh pihak-pihak yang menandatanganinya sehingga agar akta 
perjanjian tersebut tidak mudah dibantah, diperlukan pelegalisasian oleh notaris, 
agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta autentik. 
Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dengan akta otentik adalah 
karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta di bawah tangan selalu 
dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, sedangkan akta otentik 
selalu dianggap asli, kecuali terbukti kepalsuannya.35 Maksudnya adalah bahwa 
jika suatu akta di bawah tangan disangkal oleh pihak lain, pemegang akta di 
bawah tangan harus dapat membuktikan keaslian dari akta di bawah tangan 
tersebut, Sedangkan apabila akta otentik disangkal oleh pihak lain, pemegang akta 
otentik tidak perlu membuktikan keaslian akta tersebut tetapi pihak yang 
menyangkali yang harus membuktikan bahwa akta otentik tersebut adalah palsu. 
Oleh karena itu, pembuktian akta di bawah tangan disebut pembuktian keaslian 
sedangkan pembuktian akta otentik adalah pembuktian kepalsuan.  
6. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli 
Di dalam hukum dikenal suatu ajaran yang dinamakan dengan Resicoleer. 
Resicoleer adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban memikul kerugian, 
                                                  
35 Miru, Ahmadi, Op Cit, hal. 15 
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jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda 
yang menjadi objek perjanjian.36 Risiko dalam Perjanjian jual beli tergantung pada 
jenis barang yang diperjualbelikan37, yaitu apakah:  
a. Barang telah ditentukan.  
Mengenai risiko dalam jual beli terhadap barang tertentu diatur dalam 
Pasal 1460 KUH Perdata. Hal pertama yang harus dipahami adalah pengertian 
dari barang tertentu tersebut. Yang dimaksudkan dengan barang tertentu 
adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh 
pembeli. Mengenai barang seperti itu Pasal 1460 KUH Perdata menetapkan 
bahwa risiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun 
barangnya belum diserahkan. 
Dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut adalah tidak adil dimana 
pembeli belumlah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut akan tetapi ia 
sudah dibebankan untuk menanggung risiko terhadap barang tersebut. Si 
pembeli dapat resmi sebagai pemilik apabila telah dilakukan penyerahan 
terhadap si pembeli. Oleh sebab itu, dia harus menanggung segala risiko yang 
dapat terjadi karena barang tersebut telah diserahkan kepadanya. Ketentuan 
pasal 1460 ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat 
Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 1963. Menurut Prof. R. Subekti, Surat 
edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu anjuran kepada semua 
hakim dan pengadilan untuk membuat yurisprudensi yang menyatakan pasal 
1460 tersebut sebagai pasal yang mati dan karena itu tidak boleh dipakai lagi. 
                                                  
36 Salim H.S., Op Cit, hal 103. 
37 Miru, Ahmadi, Op Cit, hal 103. 
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b. Barang tumpukan.  
Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula 
dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari 
semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Oleh sebab itu 
dalam hal ini, risiko diletakkan kepada si pembeli karena barang-barang 
tersebut telah terpisah 
c. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah. 
Barang yang masih harus ditimbang terlebih dahulu, dihitung atau diukur 
sebelumnya dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru 
dipisahkan dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan 
penimbangan, penghitungan atau pengukuran. Setelah dilakukannya 
penimbangan, penghitungan atau pengukuran, maka segala risiko yang terjadi 
pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli. 
Sebaliknya apabila barang tersebut belum dilakukan penimbangan, 
penghitungan atau pengukuran maka segala risiko yang ada pada barang 
tersebut merupakan tanggungjawab dari pihak penjual. Hal ini diatur dalam 
Pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
B. Tinjauan Umum tentang Gugatan  
1. Pengertian Gugatan  
Secara garis besar gugatan dapat diartikan sebagai suatu tuntutan seseorang 
atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan 
perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat 
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untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Gugatan merupakan tuntutan hak 
yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan 
putusan. Gugatan adalah sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak 
(kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan 
dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain 
yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.38  
Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau lebih 
(penggugat) kepada orang lain (tergugat) melalui pengadilan untuk memperoleh 
perlindungan hukum. Hukum acara perdata, mengatur wewenang pengadilan 
dalam menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut dengan 
yurisdiksi contentiosa yang gugatannya berbentuk gugatan contentiosa dan 
gugatan yang bersifat sepihak (ex-parte). Gugatan yang bersifat sepihak yaitu 
permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung 
sengketa (undisputed matters), tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon 
disebut yurisdiksi gugatan voluntair. Dalam perkara voluntair, hakim tidak 
memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam dalam suatu gugatan. Permohonan 
yang biasa diajukan ke pengadilan negeri diantaranya adalah permohonan 
pengangkatan anak, permohonan pengangkatan wali, dan permohonan penetapan 
sebagai ahli waris. Berbeda halnya dengan gugatan contentiosa, permasalahannya 
diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan yang merupakan 
perselisihan hak diantara para pihak.39 
                                                  
38 Hutagalung, Sophar Maru, Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di 
Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 1. 
39 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 46. 
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Gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa di 
antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan 
diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak: 
b. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai 
penggugat, 
c. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan 
berkedudukan sebagai tergugat.40 
Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang 
bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk 
mencegah main hakim sendiri (eigenrechting). Oleh karena itu, bahwa gugatan 
adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 
berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan 
dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan 
tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap 
gugatan tersebut.41 
Tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan 
tuntutan hak semaunya ke pengadilan. Untuk mencegah agar setiap orang tidak 
asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan 
pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai 
dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.42 
                                                  
40 Ibid, hal. 47. 
41 Asikin, Zainal, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, 
hal. 19. 
42  Ari, Ivan, Perbedaan Prinsip antara Permohonan dengan Gugatan, Online: 
http://www.google.com., diakses tanggal 21 Juni 2019. 
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Selain pihak penggugat dan tergugat, dalam prakteknya sering pula ada 
pihak yang disebut sebagai pihak turut tergugat. Praktik hukum acara perdata, 
istilah tersebut lazim digunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang 
sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Diikutsertakannya 
mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak perkara dan dalam petitum, 
sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan 
(berdasarkan Putusan MA Tanggal 6-8-1973 No. 663 K/Sip/1997, Tanggal 1-8-
1973 No. 1038 K/Sip/1972). Namun, dalam praktek tidak dikenal turut penggugat. 
Sehingga kalau dicantumkan dalam gugatan, mereka disebut sebagai penggugat.43 
Ciri yang melekat pada gugatan perdata atau dalam persidangan lazimnya 
hanya disebut sebagai gugatan adalah: 
a. Permasalah hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa 
(disputes, differences), 
b. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak, 
c. Berarti gugatan perdata bersifat partai (party), dengan kompisisi pihak yang 
satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat (yang mengajukan 
gugatan) dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat (pihak lawan).44 
2. Syarat-Syarat Gugatan 
Surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat formal, adapun syarat formal 
tersebut yaitu sebagai berikut:  
                                                  
43  Syahrani, Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2004, hal. 31. 
44 Harahap, M. Yahya, Op Cit, hal. 47. 
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a. Di dalam susunan gugatan, antara subjek dan objek gugatan, maupun antara 
posita dengan petitum gugatan haruslah jelas, misalnya identitas penggugat 
dan tergugat, serta objek gugatan, alasan atau dasar hukum penggugat 
mengajukan gugatan (surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan 
dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 
tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973); 
b. Di dalam gugatan haruslah memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi 
dasar gugatan, sehingga sejalan dengan permintaan-permintaan penggugat 
yang dimuat dalam petitum (gugatan yang tidak lengkap menyebabkan 
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah 
Agung, tanggal 28 November 1956, Nomor 195 K/Sip/1955); 
c. Di dalam gugatan harus juga memperhatikan logika-logika hukum yang dapat 
menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat 
gugatan, misalnya, perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang 
menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.45  
Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat 
tidak dapat menulis maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan, 
sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR. Gugatan secara tertulis disebut dengan 
surat gugatan. Gugatan harus diperhatikan oleh penggugat bahwa gugatan 
diajukan kepada peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Dalam 
hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan/kompetensi yaitu:  
                                                  
45 Hutagalung, Sophar Maru, Op Cit, hal. 57-58. 
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a. Kewenangan/kompetensi absolut yang menyangkut pembagian kekuasaan 
antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut 
pemberian kekuasaan untuk mengadili (attributie van rechtsmacht); 
b. Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili 
antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal 
para pihak, terutama tergugat (distributie van rechtsmacht). Pengaturan 
mengenai kompetensi relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR.46  
Ada beberapa peraturan tambahan mengenai kompetensi relatif terkait 
pengajuan gugatan yaitu: Pertama, jikalau kedua pihak memilih tempat tinggal 
spesial dengan akte yang tertulis, maka penggugat jika ia mau dapat mengajukan 
gugatan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya tempat tinggal 
yang dipilih itu terletak (Pasal 118 ayat (4) HIR). Kedua, jikalau tergugat tidak 
mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka yang berkuasa mengadili ialah 
Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya tergugat, dan Ketiga, jikalau Tergugat 
juga tidak mempunyai tempat kediaman yang diketahui, atau jikalau tergugat tidak 
terkenal, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat 
tinggalnya penggugat atau di tempat tinggalnya salah seorang dari para tergugat 
atau jika gugatannya mengenai barang tak bergerak misalnya tanah, maka gugatan 
diajukan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya barang itu 
terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).47  
 
                                                  
46 Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam Teori 
dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2005, hal. 11. 
47 Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002,        
hal. 22-23. 
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3. Bentuk dan Formulasi Surat Gugatan 
Pengajuan gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik 
berbentuk lisan dan tulisan.48 
a. Berbentuk Lisan. Penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis atau 
dengan kata lain buta huruf dimungkinkan untuk mengajukan gugatannya 
secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili 
gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkan surat gugatan. Sebagaimana diatur 
dalam Pasal 120 HIR: Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan 
boleh diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri; ketua itu akan 
mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya. (HIR. 101, 186, dst., 207, 
209, 238).49 
b. Berbentuk Tulisan. Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan yang 
berbentuk tertulis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR 
(Pasal 142 Rbg). Menurut Pasal tersebut, gugatan harus dimasukkan kepada 
pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh 
penggugat atau kuasanya.50 
Penyususan suarat gugatan oleh penggugat yang berbentuk tulisan haruslah 
memperhatikan formulasi surat gugatan sebagai perumusan terhadap surat gugatan 
yang akan diajukan. Formulasi tersebut merupakan syarat formil yang harus 
dipenuhi menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  Persyaratan  mengenai  isi  gugatan  terdapat  dalam  Pasal 8 Ayat (3) Rv  
                                                  
48 Harahap, M. Yahya, Op Cit, hal. 48.. 
49 Daud, A. Wahab, H.I.R. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Pusbakum 2002, hal. 11. 
50 Harahap, M.Yahya, Op Cit, hlm. 49. 
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(Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering) yang mengharuskan gugatan pada 
pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya 
hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan 
(middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi (posita), 
dan petitum atau tuntutan.51 
Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv) sebenarnya sudah tidak 
berlaku lagi di Indonesia, hal ini juga diatur dalam Pasal 393 HIR bahwa dalam 
hal mengadili perkara di muka pengadilan bagi golongan orang Indonesia tidak 
boleh diperlakukan bentuk-bentuk acara lebih atau lain dari pada apa yang 
ditetapkan dalam Reglemen ini, namun untuk melaksanakan hukum materil yang 
dimuat dalam BW, HIR tidak selalu mempunyai peraturan-peraturan yang 
diperlukannya. Olehnya itu, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 13 
Desember 1952 (Hukum, th. 1954, No. 1 hal. 53) mengatakan bahwa menurut asas 
hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, Rv boleh dipakai sebagai 
pedoman dalam halhal yang tidak diatur dalam HIR bilamana perlu sekali untuk 
melaksanakan hukum materil.52 
Soepomo juga menjelaskan bahwa Reglamen Indonesia (dan 
Rechtsreglement Buitengewesten) tidak menetapkan syarat-syarat tentang isi 
gugat. Misalnya tidak diharuskan, seperti halnya dengan gugat (dagvaarding) 
dalam hukum acara perdata Eropa (yang di Indonesia telah tidak berlaku lagi), 
bahwa gugat harus memuat: “demiddelen en het onderwerp van de eis, met een 
                                                  
51 Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006,     
hal. 54. 
52 Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita. 2002,     
hal. 11. 
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duidelijke en bepaalde conclusive”, artinya harus memuat apa yang dituntut 
terhadap tergugat, dasar-dasarnya penuntutan tersebut dan bahwa tuntutan itu 
harus terang dan tertentu.53 
Menurut Soedikno Mertokusumo, dikenal dua macam teori tentang 
penyusunan surat gugatan dalam Hukum Acara Perdata. 
a. Substantieringstheorie. Teori ini menyatakan bahwa dalam surat gugatan perlu 
disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa 
hukum yang menjadi dasar gugatan yang akan diajukan. 
b. Individuaseringstheorie. Teori ini menjelaskan bahwa kejadian-kejadian yang 
disebutkan dalam surat gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan 
hukum yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan sejarah terjadinya tidak perlu 
disebutkan dalam surat gugatan karena hal itu dapat dikemukakan dalam 
sidang disertai pembuktiannya.54 
Akan tetapi, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa sesuai perkembangan 
praktik peradilan yang terjadi, terdapat kecenderungan yang menuntut formulasi 
gugatan yang jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan 
sistem dagvaarding.55 Yurisprudensi Mahkamah Agung di beberapa putusannya 
juga memberikan fatwa tentang bagaimana surat gugatan itu disusun: 
a. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup 
memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan. 
(Putusan MA Tanggal 15-3-1970 No. 547 K/Sip/1972).56 
                                                  
53 Ibid, hal. 24. 
54 Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. 
2000, hal. 38. 
55 Harahap, M. Yahya, Op Cit, hal. 51. 
56 Syahrani, Riduan, Op Cit, hal. 25. 
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b. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan MA Tanggal 21-11-
1970 No. 492 K/Sip/1970).57 
c. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan MA 
Tanggal 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975).58 
d. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, 
batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan MA Tanggal 9-7-1973 No. 
81K/Sip/1971).59 
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat gugatan 
yaitu: 
a. Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasa 
hukumnya) yang secara tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan 
berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR. Kuasa hukum tersebut bertindak 
berdasarkan surat kuasa khusus. 
b. Surat gugatan diberi tanggal dan menyebut dengan jelas identitas para pihak. 
Identitas tersebut meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan tidak 
dilarang untuk me ncantumkan identitas yang lebih lengkap lagi berupa umur, 
pekerjaan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa. 
c. Surat gugatan harus didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang 
berkompeten dengan membayar suatu persekot (uang muka) perkara. 
Pengadilan Negeri yang dituju harus ditulis dengan tegas dan jelas sesuai 
dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR. 
                                                  
57 Soeroso, R., Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat 
Gugatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 138. 
58 Soeroso, R., Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi, 
Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hal. 29. 
59 Rambe, Ropaun, Hukum Acara Perdata Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal. 242. 
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d. Fundamentum Petendi. Fundamentum Petendi atau posita berarti dasar 
gugatan atau dasar tuntutan. Posita berisi dalil-dalil konkrit tentang adanya 
hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan daripada tuntutan 
(middellen van den eis). Hal tersebut menjadi landasan pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara di persidangan. 
e. Petitum (tuntutan). Petitum ialah apa yang oleh penggugat diminta atau 
diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan dijawab di 
dalam dictum atau amar putusan.60 
Fundamentum Petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu 
bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian 
yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan 
duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak 
atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Uraian 
yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang 
dijadikan dasar tuntutan. Fundamentum Petendi harus memuat hak atau peristiwa 
yang akan dibuktikan di persidangan nanti, yang memberi gambaran tentang 
kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan yang diajukan.61 
Sebagaimana Pasal 163 HIR (Pasal 283 RBG, 1865 KUHPerdata) 
mengatur bahwa: barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau 
menyebut suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak 
orang  lain,  harus  membuktikan  adanya  hak  itu  atau  adanya  kejadian itu. Oleh  
                                                  
60 Sugeng, Bambang & Sujayadi, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara 
Perdata, Surabaya: Kencana, 2009, hal. 26. 
61 Mertokusumo, Sudikno, Op Cit, hal. 54. 
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karena itu, petitum yang dirumuskan oleh penggugat harus dengan jelas dan tegas 
(een duidelijke en bepaalde conclusive: Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila 
Pasal 8 Rv tidak diikuti, akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima).  
Putusan Mahkamah Agung Tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa 
tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya 
tuntutan tersebut. Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang ”tidak jelas” 
dengan yang “tidak sempurna”.62 Tuntutan dibagi dalam tiga bentuk yaitu: 
a. Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan 
pokok perkara. 
b. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya 
dengan pokok perkara, biasanya tuntutan tambahan berupa: 
1) Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara 
2) Tuntutan uitvoerbaar bij voorraad, yaitu tuntutan agar putusan dapat 
dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.  
3) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratoir) apabila 
tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu. 
4) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), 
apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia 
tidak memenuhi isi putusan. 
5) Tutntutan terkait penyitaan berdasarkan Pasal 226 dan 227 HIR. 
6) Permintaan agar pengadilan negeri menjatuhkan putusan provisi yang 
diambil sebelum perkara pokok diperiksa, mengenai hal-hal yang 
                                                  
62 Ibid, hal. 55. 
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berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati tergugat sebelum 
perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap.63 
c. Tuntutan subsidiair atau pengganti selalu diajukan sebagai pengganti apabila 
hakim berpendapat lain. Tuntutan subsidiairbiasanya bertuliskan “mohon 
putusan yang seadil-adilnya” (ex aequo et bono).64 
Gugatan pihak penggugat juga biasanya dibarengi dengan tuntutan provisi 
dengan mengemukakan berbagai alasan-alasan. Tuntutan provisi bersifat 
sementara dan mendesak. Pihak penggugat memohon untuk diadakan tindakan 
pendahuluan sebelum adanya putusan akhir. Tuntutan ini harus dijatuhkan putusan 
provisi berdasarkan Pasal 286 Rv. Apabila tuntutan provisi bukan tidakan 
sementara, tetapi sudah materi pokok perkara, cukup alasan menyatakan gugatan 
provisi tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan 
melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang.65 Penyusunan surat 
gugatan, unsur-unsur yang harus diperhatikan antara lain adalah kepala surat, 
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, identitas pihak yang 
berperkara, fundamentum petendi, petitum dan tanda tangan dari penggugat atau 
kuasa hukumnya. 
C. Tinjauan Umum tentang Gugatan Balik (Rekonpensi) 
Gugatan rekonpensi diatur dalam Pasal 132a dan 132b yang disisipkan 
dalam HIR dengan stb. 1927-300 yang diambil alih dari Pasal 244-247 B.Rv, 
sedangkan dalam Rbg tentang rekonpensi ini diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 
                                                  
63 Sugeng, Bambang & Sujayadi, Op Cit, hal. 28. 
64 Syahrani, Riduan, Op Cit, hal. 29. 
65 Harahap, M. Yahya, Op Cit, hal. 885. 
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158, dalam hukum acara perdata gugat rekonpensi ini dikenal dengan “gugat 
balik”.66 Pasal 132 a ayat (1) HIR hanya memberi pengertian singkat yakni:  
a. Rekonpensi adalah gugatan yang diajukan tergugatan sebagai gugatan balasan 
terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. 
b. Gugatan rekonpensi itu, diajukan tergugat kepada pengadilan negeri, ada saat 
berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. 
Tujuan dari gugat rekonpensi ini adalah menggabungkan dua tuntutan yang 
berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus, mempermudah 
prosedur pemeriksan menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama 
lain, mentralisir tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian dan 
menghemat biaya. Gugatan rekonpensi harus diajukan bersama-sama dengan 
jawaban pertama yang diajukan oleh tergugat, baik terulis maupun secara lisan. 
Jika gugat rekonpensi diajukan secara tertulis, maka dalam jawaban tergugat 
terhadap gugatan Penggugat sekaligus diformulasikan gugatan rekonpensi 
sebagaimana lazimnya membuat surat gugat. Jika gugat rekonpensi diajukan 
secara lisan dalam persidangan, maka penggugat rekonpensi menyampaikannya 
secara rinci peristiwa kejadian dan peristiwa hukum sebagai dasar tuntutannya.  
Gugatan rekonpensi terdapat juga Syarat materill, berkenaan dengan 
intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dan rekonpensi, antara lain:  
a. Undang-undang tidak mengatur syarat materiil, di dalam Pasal 132a HIR 
hanya berisi penegasan bahwa:  
1) Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonpensi. 
                                                  
66 Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: 
Kencana, 2005, hal. 54. 
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2) Tidak disyaratkan antara keduanya mempunyai hubungan yang erat atau 
koneksitas yang subtansial.  
3) Oleh karena itu yang menjadi syarat utama apabila ada gugatan konvensi 
yang diajukan kepada tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk 
mengajukan gugatan rekonpensi tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya 
koneksitas yang subtansial antara keduanya. 
b. Praktik peradilan cenderung mensyaratkan koneksitas. Di dalam praktek 
peradilan koneksitas merupakan syarat materill gugatan rekonpensi, apabila 
memenuhi syarat-syarat sebagi berikut:  
1) Terdapat aktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian 
yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonpensi. 
2) Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat 
dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.67 
c. Gugat rekonpensi bagi pihak yang awam hukum. Hakim secara efektif 
memberikan bantuan hukum sebatas tata cara mengajukan gugatan rekonpensi  
yang benar, yakni dengan disampaikan dengan rinci peristiwa kejadian dan 
peristiwa hukum yang dijadikan dasar tuntutannya, sehingga nantinya hakim 
akan mempertimbangkan gugatan rekonpensi tersebut.  
d. Syarat formill gugatan rekonpensi. Dalam hukum acara perdata, gugatan 
rekonpensi harus memenuhi beberapa syarat formil. Diantara syarat formil 
gugatan rekonpensi adalah:  
 
                                                  
67 Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Grafika, 2013, hal. 468. 
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1) Gugatan rekonpensi diformulasikan secara tegas, meskipun di dalam HIR 
tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonpensi, 
namun agargugatan itu dianggap ada dan sah itu harus dirumuskan secara 
jelas dalam jawaban. Bentuk pengajuan boleh secara lisan, tetapi lebih baik 
dengan tulisan. Berikut syarat formill yakni: 
a)  Menyebut dengan tegas subyektif yang ditarik sebagai tergugat 
rekonpensi.  
b) Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonpensi, berupa 
penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan.  
2) Gugatan rekonpensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, ini terdapat 
dalam Pasal 132b ayat (1) HIR yang berbunyi: “Tergugat wajib 
mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik 
dengan surat maupun dengan lisan.” 
3) Gugatan rekonpensi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban 
bagi bekas istri. Gugat rekonpensi harus dibedakan dengan syarat, seperti 
istri (termohon) dalam akhir jawabannya menyatakan bahwa “Saya 
bersedia bercerai dengan syarat suami (pemohon) membayar nafkah 
mutah, maskan, dan kiswah selama iddah dan biaya hadhanah”. Bila hanya 
berupa syarat dan tidak di formulasikan sebagai gugat rekonpensi jadi para 
pihak tetap seperti gugatan semula tidak perlu adanya penggugat 
rekonpensi atau tergugat rekonpensi. Tuntutan termohon sebagai syarat 
tersebut dapat diterima atau dapat dikabulkansepanjang mengenai ex 
officio hakim. Bila syarat yang diajukan termohon tersebut terbatas pada 
ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 
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149 KHI, maka hakim karena jabatannya (ex officio) dapat menghukum 
pemohon untuk membayar biaya-biaya tersebut.  
4) Sistem pemeriksaan konvensi dan rekonpensi yakni:  
a) Konvensi dan rekonpensi diperiksa serta diputus sekaligus dalam satu 
putusan. Dilakukan secara bersama dan serentak dalam satu proses 
pemeriksaan, sesuai dengan tata tertib beracara:  
(1) Terbuka mengajukan eksepsi pada konvensi maupun rekonpensi.  
(2) Mengajukan replik dan duplik pada konvensi maupun rekonpensi  
(3) Mengajukan pembuktian baik konvensi maupun rekonpensi  
(4) Menyampaikan konklusi dalam konvensi maupun rekonpensi.  
(5) Proses pemeriksaan dituangkan dalam satu berita yang sama.  
Selanjutnya hasil pemeriksaan diselesaikan secara bersamaan dan 
serentak dalam satu putusan dengan sistematika:  
(1) Menempatkan uraian putusan konvensi pada bagian awal meliputi: 
dalil gugatan konvensi, petitum gugatan konvensi, uraian 
pertimbangan konvensi, kesimpulan hukum gugatan konvensi.  
(2) Menyusul kemudian uraian gugatan rekonpensi, meliputi halhal 
sama dengan subtansi gugatan konvensi.  
(3) Amar putusan merupakan bagian terakhir, terdiri dari amar putusan 
dalam konvensi dan dalam rekonpensi.  
b) Boleh dilakukan proses pemeriksaan secara terpisah. Diperiksa secara 
terpisah tetapi dijatuhkan dalam satu putusan, apabila dalam konvensi 
dan rekonpensi benar tidak mengandung koneksitas, sehingga 
diperlukan perlakuan pemeriksaan yang sangat berbeda dan berlainan:  
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(1) Boleh dilakukan pemeriksaan yang terpisah antara konvensi dan 
rekonpensi.  
(2) Masing-masing pemeriksaan dituangkan dalam berita acara sidang 
yang berlainan.  
(3) Cara proses pemeriksaan yakni; Proses pemeriksaan gugatan 
konvensi dituntaskan terlebih dahulu, penjatuhan putusan sampai 
selesai pemeriksaan gugatan rekonpensi, baru menyusul 
penyelesaian pemeiksaan gugatan rekonpensi.  
Akan tetapi meskipun proses terpisah dan bediri sendiri 
penyelesaian akhirnya adalah dijatuhkan dalam satu putusan register 
nomor perkara yang sama, diucapkan dalam waktu dan hari yang sama, 
diperiksa secara terpisah dan diputus dalam putusan yang berbeda.  
Upaya ini terdapat dalam ketentuan Pasal 132 b ayat (5) HIR 
yang berbunyi: “Masing-masing penggugat konvensi dan rekonpensi 
dapat mengajukan banding terhadap putusan yang bersangkutan, dan 
tenggang waktu banding untuk masing-masing tunduk kepada 
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, yakni 
14 hari dari tanggal putusan dijatuhkan atau 14 hari dari tanggal 
putusan diberitahukan”. Mengenai dasar atas kebolehan melakukan 
pemerikaan secara terpisah antara konvensi dan rekonpensi tidak 
dijelaskan dalam UndangUndang, ini diserahkan pada penilaian 
pertimbangan majelis hakim.68 
                                                  
68 Harahap, Yahya, Ibid, hal. 492. 
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D. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim 
Putusan adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan. Setelah 
melakukan segala pemeriksaan terhadap berkas-berkas dari penggugat serta alat 
pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan acara perdata, maka hakim akan 
mengambil suatu putusan terhadap ia periksa.69  
Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-
pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-
baiknya dan mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara 
yang mereka hadapi.70 Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh 
hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di 
persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara 
atau sengketa antara para pihak. 
Putusan tersebut diharapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak 
atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. 
Pertimbanagan hakim yang perlu diperhatikan pertimbangan hukumnya, sehingga 
siapa pun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan 
yang objektif atau tidak. Di samping itu, pertimbangan hakim adalah sangat 
penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.71 Putusan hakim 
selayaknya mengandung beberapa aspek yaitu: 
 
                                                  
69 Prints, Darwan, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2002, hlm. 201. 
70 Syahrani, Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2004, hlm. 125. 
71 Hutagalung, Sophar Maru, Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di 
Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 95. 
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a. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian 
dari proses konrol sosial; 
b. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada 
intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara; 
c. Putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum 
dengan kenyataan di lapangan; 
d. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan 
perubahan sosial;  
e. Putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara; 
f. Putusan hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak 
yang berperkara dan masyarakat.72 
Dilihat dari segi wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara 
perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: 
a. Kepala putusan. Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan 
yang bertuliskan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 
(Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Kepala putusan 
memberikan kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan.  
b. Identitas pihak-pihak yang berperkara. Sebagaiman dijelaskan sebelumnya, 
bahwa dalam berperkara terdapat dua pihak yaitu pihak tergugat dan 
penggugat.  Dalam  putusan  pengadilan,  identitas  para pihak yang berperkara  
 
                                                  
72 Wantu, Fence M., Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam 
Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Gorontalo: Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, September, 
Universitas Negeri Gorontalo, 2012, hlm. 482. 
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harus dimuat secara jelas, termasuk mencantumkan nama kuasanya kalau yang 
bersangkutan menguasakan kepada orang lain.  
c. Pertimbangan (alasan-alasan). Pertimbangan atau alasan putusan pengadilan 
terhadap perkara perdata terdiri atas dua bagian, yaitu pertimbangan tentang 
duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya.73 
Putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya dianggap bertentangan 
dengan Pasal 178 Ayat (1) dan Pasal 189 Rbg. Putusan yang dinyatakan 
mengandung cacat tidak cukup pertimbangan harus dibatalkan berdasarakan 
Putusan MA No. 672 K/Sip/1972.74  
Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg mengatur bahwa dalam keputusan hakim 
harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari 
alasan keputusan itu. Begitu juga, harus dicantumkan keteranngan tersebut pada 
ayat (14) Pasal 7 “Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di 
Indonesia”, keputusan pengadilan negeri tentang pokok perkara dan besarnya 
biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada 
waktu dijatuhkan putusan itu. Hakim harus mengupayakan agar putusan yang 
dijatuhkannya dapat diterima di masyarakat dengan cara meyakinkan pihak lain 
bahwa putusannya tepat dan benar dengan alasan dan pertimbangan jelas. 
                                                  
73 Syahrani, Riduan, Op Cit, hlm. 127. 
74 Harahap, M. Yahya, Op Cit, hlm. 809. 
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BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
Perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs merupakan salah satu perkara perdata 
terkait dengan penyerahan jaminan atau agunan kredit dan jual beli. Kasus ini 
diajukan Penggugat dengan dalil perbuatan Tergugat I memberikan atau menyerahkan 
jaminan atau agunan milik Penggugat berupa Serifikat Hak Milik nomor: 00188 atas 
nama Casmadi bin Sukyadi kepada Tergugat II tanpa melalui mekanisme yang benar 
adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat II menguasai dan 
mengambil hak atau harta Penggugat yaitu tanah pekarangan dengan Serifikat Hak 
Milik tersebut di atas secara sewenang-wenang dengan tidak mengindahkan hukum 
dan aturan yang berlaku juga merupakan perbuatan melawan hukum. 
Tergugat II dalam perkara tersebut mengajukan gugatan balik (rekonpensi) 
dalam penyelesaian perkara jual beli antara Penggugat dengan Tergugat karena 
hubungan hukum antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan Aim. 
Walim (suami Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) adalah jual beli atas 
tanah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 00188 tertulis atas nama Casmadi (obyek 
sengketa) terletak di Desa Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes, bukan hutang 
piutang/minjam meminjam uang sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat 
Rekonpensi/Penggugat Konpensi. 
A. Dasar Gugat Rekonpensi dalam Penyelesaan Perkara Perdata Jual Beli 
Gugatan balik (rekonpensi) merupakan gugatan dimana penggugat dalam 
gugatan pertama atau gugatan konvensi disebut penggugat dalam konvensi atau 
tergugat dalam gugatan rekonvesi. Sedangkan tergugat disebut sebagai tergugat 
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dalam konvensi atau penggugat dalam rekonpensi. Rekonpensi dalam perkara 
nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs merupakan gugatan yang diajukan tergugat atau 
termohon untuk memenuhi tuntutan tergugat atau termohon yang belum bisa 
terpenuhi dengan adanya gugatan dari penggugat atau tergugat merasa dirugikan 
oleh penggugat. Rekonpensi pun menjadi terlarang ketika diajukan kepada: 
1. Kuasa hukum penggugat asal atau penggugat dalam kualitas yang berbeda; 
2. Pengadilan yang memeriksa gugatan konpensi, tidak berwenang memeriksa 
gugatan rekonpensi;  
3. Dalam perkara mengenai pelaksanaan keputusan;  
4. Diajukan bukan pada tahap jawaban (jawab-menjawab);  
5. Gugatan rekonpensi hendaknya berkaitan dengan hukum kebendaan dan tidak 
diajukan dalam perkara yang bekaitan dengan hukum perorangan atau yang 
berkaitan dengan status seseorang.75 
Cara mengajukan gugat rekonpensi tidak ada bedanya sebagaimana 
mengajukan gugat konpensi. Gugat rekonpensi disusun sama dalam gugatan 
konpensi dibuat menurut Pasal 120 HIR/Pasal 144 R.Bg. Identitas para pihak 
kedudukanya mengikuti gugatan dalam konpensi yang tidak dibuat baru dalam 
rekonpensi, tetapi posita dan petitumnya tetap harus diperjelas dan dipertegas yang 
merupakan tuntutan rekonpensi. Gugatan rekonpensi diajukan bersamasama pada 
saat tergugat menjawab gugatan konpensi baik secara tetulis maupun lisan dan 
sampai saatnya sebelum diajukan pembuktian apabila dalam pengajuan 
gugatannya secara lisan. Jika gugat rekonpensi diajukan secara tertulis, maka 
                                                  
75 Arto, A. Mukti, Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2000, hal. 107. 
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dalam jawaban tergugat terhadap gugatan konpensi sekaligus dikumulasikan 
dengan gugatan rekonpensi sebagaimana lazimnya membuat surat gugatan. Jika 
gugat rekonpensi diajukan secara lisan dalam persidangan, maka penggugat 
rekonpensi menyampaikan secara rinci baik posita maupun petitum yang dijadikan 
dasar tuntutannya. Adapun kronologis perkara nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs 
sebagai berikut. 
Penggugat adalah nasabah/debitur dari Tergugat I dengan nomor rekening 
33212790 memiliki pinjaman kredit sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta 
rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp Rp 2.041.700,- (dua juta empat 
puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) selama 24 bulan dengan menyerahkan sebuah 
Serifikat Hak Milik nomor: 00188 atas nama Casmadi bin Sukyadi sebagai 
jaminan/agunan pinjaman hutang di Tergugat I. 
Awalnya Penggugat lancar dalam melakukan angsuran kredit, namun pada 
bulan-bulan terakhir mengalami kesulitan usaha sehingga tidak dapat meneruskan 
cicilan/angsuran kredit yang tinggal beberapa bulan saja (± 4 angsuran). 
Penggugat tidak pernah mendapat surat pemberitahuan mengenai keterlambatan 
cicilan/angsuran pinjaman dari Tergugat I sehingga Penggugat tidak dapat 
mengetahui besarnya tagihan, batas waktu pembayaran yang sudah menjadi 
kewajiban Penggugat selaku nasabah dari Tergugat I.  
Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan atau surat teguran 
(somasi) dari Tergugat I sehingga Penggugat beritikad baik agar membayar atau 
melunasi sejumlah tunggakan angsuran pinjaman/kredit yang sudah menjadi 
kewajibanya selaku nasabah/debitur dari Tergugat I. Tergugat I juga tidak pernah 
memberikan solusi terkait kredit macet, juga tidak pernah melakukan pengawasan 
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asset dengan melakukan pemasangan plang serta melakukan pemberitahuan lelang 
terhadap jaminan/agunan milik Penggugat agar jaminan/agunan tersebut tidak 
ditempati, dikuasai atau dipindah tangankan ke orang lain. 
Oktober tahun 2013 Tergugat II bersama suaminya yang bernama Walim 
berencana membangun dengan medatangkan dan menaruh bahan material 
bangunan (batu batu dan pasir) di atas tanah pekerangan tersebut. Tergugat II 
bersama suaminya mengklaim serta menguasai tanah dengan Serifikat Hak Milik 
nomor: 00188 atas nama Casmadi Bin Sukyadi karena Penggugat punya hutang 
kepada Tergugat II dan suaminya tersebut sebesar ± Rp 58.000.000,- (lima puluh 
delapan juta rupiah). 
Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pengguat menganggap perbuatan 
Tergugat I dengan memberikan atau menyerahkan jaminan/agunan milik 
Penggugat berupa Serifikat Hak Milik nomor: 00188 atas nama Casmadi bin 
Sukyadi kepada Tergugat II tanpa melalui mekanisme yang benar adalah 
Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat. Begitu juga 
perbuatan Tergugat II dengan menguasai atau mengambil hak atau harta 
Penggugat yaitu tanah pekarangan dengan Serifikat Hak Milik Nomor: 00188 atas 
nama Casmadi Bin Sukyadi secara sewenang-wenang dengan tidak mengindahkan 
hukum dan aturan yang berlaku adalah kejahatan penyerobotan tanah dan 
merupakan Perbuatan Melawan Hukum. 
Gugatan rekonpensi diajukan Tergugat II karena merasa belum terdapat 
dalam petitum gugatan mengenai kepentingan tergugat, hanya kepentingan 
Penggugat saja yang diutamakan. Adanya gugatan rekonpensi, supaya adanya 
hukum yang adil bisa diterapkan di Pengadilan dan tidak ada salah satu pihak yang 
  
56 
dirugikan. Gugatan rekonpensi pada perkara nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs 
sehubungan dengan sebab akibat dari penguasaan tanah sengketa.  
Rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat II untuk 
menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan, karena gugatan 
konvensi dan rekonpensi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat 
putusan. Adapun jawaban Tergugat II dalam konpensinya, pada intinya 
menyatakan bahwa tanah pekarangan yang terletak di Desa Banjaratma, Kec. 
Bulakamba, Kab. Brebes sebagaimana tersebut dalam SHM No. 00188 tertulis 
atas nama Casmadi (selanjutnya mohon disebut obyek sengketa) telah dijual 
sendiri oleh Penggugat ke Aim Walim (suami Tergugat II) pada sekitar tahun 
2007. Meskipun sebenarnya waktu itu Aim Walim (suami Tergugat II) tidak 
mempunyai uang dan tidak berminat untuk membelinya. Namun oleh karena 
Penggugat datang berulang-ulang ke rumah Aim Walim (suami Tergugat II) 
membujuk agar obyek sengketa dibeli, akhirnya Aim Walim (suami Tergugat II) 
bersedia untuk membelinya dengan proses tawar menawar terlebih dahulu, yang 
pada akhirnya deal dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 58 Juta, dengan syarat 
pembayaran tidak bisa tunai, tetapi bertahap/diangsur dan Penggugat pun sepakat 
dengan sistem bertahap/diangsur tersebut. 
Adanya kesepakatan harga atas obyek sengketa, maka jual beli antara 
Penggugat dengan Aim Walim (suami Tergugat II) atas obyek sengketa menurut 
hukum dianggap telah telah terjadi, demikian Pasal 1458 KUH Perdata 
menentukan. Oleh karena jual beli atas obyek sengketa dilakukan langsung oleh 
Pemiliknya yakni Penggugat, bahkan istrinya pun ikut menanda tangani bukti 
tanda terima uang (kwitansi), maka sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, jual 
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beli atas obyek sengketa tersebut menjadi sah hukumnya dan sejak saat itu tanah 
obyek sengketa sah menjadi milik Aim Walim (suami Tergugat II). Jadi tidak ada 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II ( selaku istri dan ahli 
waris Walim) dalam menguasai SHM No. 00188 tersebut dan ataupun 
membangun di atas obyek sengketa tersebut. 
Dasar gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi (Tergugat II) adalah 
sebagai berikut: 
1. Bahwa hal-hal yang termuat sebagai dalil jawaban jawaban konpensi mohon 
dianggap termuat pula sebagai dalil gugatan rekonpensi dari Penggugat 
Rekonpensi. 
2. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi 
dengan Aim. Walim (suami Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) 
adalah jual beli atas tanah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 00188 
tertulis atas nama Casmadi (obyek sengketa) terletak di Desa Banjaratma, Kec. 
Bulakamba, Kab. Brebes, bukan hutang piutang/minjam meminjam uang 
sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat 
Konpensi. 
3. Bahwa jual beli atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 
00188 tertulis atas nama Casmadi (obyek sengketa) terletak di Desa 
Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes, yang dilakukan sendiri oleh 
Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada suami Penggugat 
Rekonpensi/Tegugat II Konpensi (Aim Walim) telah disepakati dengan harga 
Rp. 58 Juta, dan pembayarannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahap 
pertama pada sekitar tahun 2007 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi 
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telah menerima uang dari Aim. Walim (suami Penggugat Rekonpensi/suami 
Tergugat II Konpensi) sebesar Rp. 10 Juta dan Aim. Walim telah diberi oleh 
Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berupa kwitansi,sebagai tanda 
bukti pembayarannya. 
4. Bahwa dengan telah disepakatinya harga atas obyek sengketa tersebut, maka 
jual beli antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan Aim Walim 
(suami Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) atas obyek sengketa 
menurut hukum dianggap telah telah terjadi, demikian Pasal 1458 KUH 
Perdata menentukan. 
5. Bahwa oleh karena jual beli atas obyek sengketa dilakukan langsung oleh 
Pemiliknya yakni Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bahkan istrinya 
pun ikut menanda tangani bukti tanda terima uang (kwitansi), maka sesuai 
dengan Pasal 1320 KUH Perdata, jual beli atas obyek sengketa tersebut 
menjadi Sah hukumnya dan sejak saat itu tanah obyek sengketa SAH menjadi 
milik Aim. Walim (suami Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi). 
6. Bahwa atas penjualan obyek sengketa tersebut, Tergugat Rekonpensi/ 
Penggugat Konpensi sudah menerima/menikmati haknya sebagai penjual 
yakni berupa uang pembayaran yang total keseluruhannya telah mencapai Rp. 
55 Juta (pada tahun 2007 hingga 2008), namun hingga saat ini tidak mau 
melaksanakan kewajiban sebagai penjual. Hal ini terbukti sampai saat ini SHM 
No. 00188 atas obyek sengketa tersebut masih tertulis atas nama Casmadi, 
belum dilakukan peralihan hak ke pembeli. Bahwa dengan demikian Tergugat 
Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah merupakan Penjual yang beritikad 
buruk. 
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7. Bahwa dengan tidak mau melaksanakan kewajibannnya sebagai penjual, maka 
Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terbukti telah melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum (Pasal 1473; 1474 dan 1475 KUH Perdata). 
8. Bahwa oleh karena hingga saat ini, belum dilakukan peralihan hak atas obyek 
sengketa tersebut (SHM No. 00188 masih tertulis atas nama Casmadi), maka 
dengan ini mohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum 
untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penjual dan membantu proses 
peralihan hak atas tanah obyek sengketa tersebut sesuai dengan peraturan per 
undang undangan yang berlaku kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II 
Konpensi dalam kedudukannya selaku istri dan ahli waris Aim Walim. 
9. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mau 
melaksanakan dan membantu secara sukarela kepada Penggugat Rekonpensi/ 
Tergugat II Konpensi untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah obyek 
sengketa, maka mohon agar dengan putusan perkara ini dapat digunakan 
sebagai dasar untuk proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa tersebut 
kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dalam kedudukannya 
selaku istri dan ahli waris Aim Walim, di Kantor/Badan Pertanahan setempat. 
10. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 1458 Jo. Pasal 1320 KUH Perdata, 
maka tanah obyek sengketa tersebut telah SAH menjadi milik Aim. Walim 
(suami Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi). 
11. Bahwa oleh karena Walim telah meninggal dunia, maka penguasaan obyek 
sengketa berikut SHM No. 00188 yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/ 
Tergugat II Konpensi (dalam kedudukannya selaku istri dan ahli waris dari 
Aim Walim ) adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum dan SAH hukumnya. 
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12. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat 
Konpensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi sangat dirugikan baik 
secara materiil maupun Imateriil (moril). 
Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa 
dasar gugat rekonpensi dalam penyelesaan perkara perdata jual beli pada perkara 
nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs yaitu hubungan hukum antara Tergugat 
Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan Aim. Walim (suami Penggugat 
Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) adalah jual beli atas tanah sebagaimana 
tersebut dalam SHM No. 00188 tertulis atas nama Casmadi (obyek sengketa) 
terletak di Desa Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes, bukan hutang 
piutang/minjam meminjam uang, maka sebagai dasar gugatan rekonpensinya 
Tergugat II mendasarkan pada: 
Pasal 1458 KUH Perdata: 
Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-
orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, 
meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. 
 
Berdasarkan Pasal 1458 KUH Perdata tersebut, jual beli merupakan suatu 
perjanjian konsensuil dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada 
dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan 
penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk 
tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian dengan memenuhi syarat sahnya 
perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:  
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
3. Suatu hal tertentu. 
4. Suatu sebab yang halal. 
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Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan 
dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan 
keempat dinamakan syarat objektif. Berkenaan dengan objek sengketa pada 
perkara nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs, maka analisis penulis, sebagai berikut: 
Syarat Pertama “Sepakat mereka yang mengikat kandiri” berarti, para 
pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok 
atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa 
ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). Misalnya, 
sepakat untuk melakukan jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, 
penyelesaian sengketanya, dan sebagainya. Jual beli atas sebidang tanah 
sebagaimana obyek sengketa tersebut dilakukan sendiri oleh Tergugat 
Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada suami Penggugat Rekonpensi/Tegugat II 
Konpensi (Aim Walim) telah disepakati dengan harga Rp. 58 Juta, dan 
pembayarannya dilakukan secara bertahap.  
Syarat Kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 
KUH Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap 
cakap untuk membuat perjanjian. Orang yang tidak cakap untuk membuat suatu 
perjanjian adalah: 
1. Orang yang belum dewasa. 
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah 
dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya) 
3. Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 
tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan 
perbuatan hukum) 
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Orang yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat 
perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun 
(Pasal 330 KUHPerdata), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan. 
Oleh karena jual beli atas obyek sengketa dilakukan langsung oleh Pemiliknya 
yakni Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bahkan istrinya pun ikut 
menanda tangani bukti tanda terima uang (kwitansi).  
Syarat Ketiga “suatu hal tertentu” maksudnya adalah dalam membuat 
perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannnya) harus jelas. Setidaknya 
jenis barangnya itu harus ada (Pasal 1333 ayat 1). Obyek sengketa tersebut 
merupakan objek jual beli sudah jelas yaitu atas sebidang tanah sebagaimana 
tersebut dalam SHM No. 00188 tertulis atas nama Casmadi (obyek sengketa) 
terletak di Desa Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes.  
Syarat Keempat “suatu sebab yang halal” berarti tidak boleh 
memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan 
dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH 
Perdata). Misalnya melakukan perjanjian jual beli Narkoba, atau perjanjian jual 
beli orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah. 
Jual beli atas obyek sengketa pada perkara nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs dilakukan 
langsung oleh Pemiliknya yakni Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi 
bahkan istrinya pun ikut menanda tangani bukti tanda terima uang (kwitansi). 
Berdasarkan analisis tersebut perjanjian jual beli yang dilakukan oleh 
Penggugat dengan Aim Walim (suami Tergugat) sudah memenuhi ke empat syarat 
di atas. Perjanjian tersebut adalah sah, sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, 
jual beli atas obyek sengketa tersebut menjadi sah hukumnya dan sejak saat itu 
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tanah obyek sengketa sah menjadi milik Aim Walim (suami Penggugat 
Rekonpensi/Tergugat II Konpensi). 
Berdasarkan perjanjian tersebut, maka pihak penjual atau Penggugat harus 
melaksanakan kewajiban-kewajiban penjual seperti yang diatur dalam Pasal 1473, 
1474, dan 1475 KUH Perdata, sebagai berikut: 
Pasal 1473 KUH Perdata: 
Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji 
yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan 
untuk kerugiannya.  
Pasal 1474 KUH Perdata: 
Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan 
menangguhkannya.  
Pasal 1475 KUH Perdata: 
Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan 
hak milik si pembeli.  
Atas penjualan obyek sengketa tersebut, Tergugat Rekonpensi/Penggugat 
Konpensi sudah menerima/menikmati haknya sebagai penjual yakni berupa uang 
pembayaran yang total keseluruhannya telah mencapai Rp. 55 Juta (pada tahun 
2007 hingga 2008), namun Penggugat tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai 
penjual. Hal ini terbukti sampai saat ini SHM No. 00188 atas obyek sengketa 
tersebut masih tertulis atas nama Casmadi, belum dilakukan peralihan hak ke 
pembeli. Jadi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah merupakan 
Penjual yang beritikad buruk, tidak mau melaksanakan kewajibannnya sebagai 
penjual, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terbukti telah melakukan 
Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian dasar gugatan rekonpensi dalam 
perkara nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs yaitu Pasal 1458 Jo. Pasal 1320 KUH 
Perdata dan Pasal 1473, 1474, 1475 KUH Perdata. 
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B. Penyelesaan Perkara Perdata Jual Beli melalui Gugatan Rekonpensi pada 
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/ PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes 
Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2019/ PN.Bbs berawal dari adanya 
gugatan dari Casmadi bin Sukyadi (Penggugat) yang memberikan kuasa kepada 
Hutama Agus Sultoni terhadap PT BRI Tbk Cabang Brebes Unit Banjaratma 
(Tergugat I), yang diwakili oleh kuasanya Adi Dwi Putranto, dkk, Legal Officer 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kantor Wilayah Semarang terkait 
dengan perbuatan melawan hukum atas perbuatan memberikan atau menyerahkan 
jaminan/agunan milik Penggugat kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme yang 
benar dan kepada Nurhikmah Binti Suyo'on (Tergugat II) yang memberikan kuasa 
kepada Farid terkait dengan perbuatan melawan hukum atas perbuatan menguasai 
atau mengambil hak atau harta Penggugat secara sewenang-wenang dengan tidak 
mengindahkan hukum dan aturan yang berlaku. 
Dalil gugatan pengguat terhadap Tergugat II yaitu menganggap Tergugat II 
bersama suaminya mengklaim serta menguasai tanah dengan Serifikat Hak Milik 
nomor: 00188 atas nama Casmadi Bin Sukyadi karena Penggugat punya hutang 
kepada Tergugat II dan suaminya tersebut sebesar ± Rp 58.000.000,- (lima puluh 
delapan juta rupiah). Pada bulan November 2013 Penggugat berinisiatif 
menayakan dan membayar hutang kepada Tergugat II dan suaminya sebesar ±Rp 
58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) agar Tergugat II dan suaminya tidak 
membangun dan menguasai tanah pekarangan milik Penggugat yang mana 
sertifikatnya sedang dijadikan jaminan/agunan di Tergugat I, namun suami dari 
Tergugat II marah dan mengancam Penggugat sambil berkata “kamu mau urusan 
dengan aku, tanah ini milik aku, sertifikatnya sudah aku ambil dari bank” bahkan 
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Penggugat disuruh membayar kekurangannya dalam pelunasan hutang di Tergugat 
I sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Tergugat II dan suaminya. 
Perbuatan Tergugat II dengan menguasai atau mengambil hak atau harta 
Penggugat yaitu tanah pekarangan dengan Serifikat Hak Milik Nomor: 00188 atas 
nama Casmadi Bin Sukyadi secara sewenang-wenang dengan tidak mengindahkan 
hukum dan aturan yang berlaku adalah kejahatan penyerobotan tanah dan 
merupakan perbuatan melawan hukum. Terhadap gugatan Penggugat tersebut 
Tergugat II memberikan jawaban terkait dengan penyelesaian perkara perdata jual 
beli yang pada pokoknya sebagai berikut. 
Tanah pekarangan yang terletak di Desa Banjaratma, Kec. Bulakamba, 
Kab.Brebes sebagaimana tersebut dalam SHM No. 00188 tertulis atas nama 
Casmadi (selanjutnya mohon disebut obyek sengketa) telah dijual sendiri oieh 
Penggugat ke Aim Walim (suami Tergugat II) pada sekitar tahun 2007. Meskipun 
sebenarnya waktu itu Aim Walim (suami Tergugat II) tidak mempunyai uang dan 
tidak berminat untuk membelinya. Namun oleh karena Penggugat datang 
berulang-ulang ke rumah Aim Walim (suami Tergugat II) membujuk agar obyek 
sengketa dibeli, akhirnya Aim Walim (suami Tergugat II) bersedia untuk 
membelinya dengan proses tawar menawar terlebih dahulu, yang pada akhirnya 
deal dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 58 Juta, dengan syarat pembayaran 
tidak bisa tunai, tetapi bertahap/diangsur dan Penggugat pun sepakat dengan 
sistem bertahap/diangsur tersebut. Disepakatinya harga atas obyek sengketa, maka 
jual beli antara Penggugat dengan Aim Walim (suami Tergugat II) atas obyek 
sengketa menurut hukum dianggap telah telah terjadi seperti yang diatur dalam 
Pasal 1458 KUH Perdata. Dengan demikian jual beli atas obyek sengketa 
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dilakukan langsung oleh Pemiliknya yakni Penggugat, bahkan istrinya pun ikut 
menanda tangani bukti tanda terima uang (kwitansi), maka sesuai dengan Pasal 
1320 KUH Perdata, jual beli atas obyek sengketa tersebut menjadi SAH 
hukumnya dan sejak saat itu tanah obyek sengketa Sah menjadi milik Aim Walim 
(suami Tergugat II) sehingga maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh Tergugat II (selaku istri & ahli waris Walim) dalam menguasai 
SHM No. 00188 tersebut dan ataupun membangun diatas obyek Sengketa. 
Adanya gugatan rekonpensi tuntutan yang berhubungan sebagai akibat dari 
gugatan konpensi dapat digabungkan dan diselesaikan secara bersama-sama dalam 
gugatan, sidang yang sama dan majelis yang sama pula. Dengan adanya 
penggabungan dua atau beberapa tuntutan sekaligus menjadikan perkara yang 
menjadi tuntutan awal dalam konpensi beserta akibatnya dapat diselesaikan secara 
bersama-sama dengan tuntutan rekonpensi.  
Melihat jawaban Tergugat II di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam 
mengajukan gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban 
termohon dan sebelum acara pembuktian. Dalam hukum acara bahwa gugat balik 
atau gugat rekonvensi diatur dalam Pasal. 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR. Kedua 
pasal tersebut memberi kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat untuk 
mengajukan gugatan balik kepada penggugat. Yang disebut dengan gugat 
rekonvensi adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat asli (penggugat 
dalam rekonvensi) yang digugat adalah penggugat asli (tergugat dalam 
rekonvensi) dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Tujuan 
diperbolehkan mengajukan gugatan balasan atas gugatan penggugat adalah: 
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1. Bertujuan menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan.  
2. Mempermudah prosedur.  
3. Menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu dengan 
yang lainnya. 
4. Menetralisir tuntutan konvensi.  
5. Acara pembuktian dapat disederhanakan.  
6. Menghemat biaya.76 
Maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai 
perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat 
II. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyangkal 
dengan mengajukan dalil-dalil sebagaimana jawaban Tergugat I dan Tergugat II. 
Berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal 
tersebut di atas. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki 
tempat yang sangat penting, kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal 
bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara 
formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian 
seperti terdapat di HIR dan Rbg. 
Pembuktian yakni penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum 
kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang 
kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pihak-pihak berperkara harus aktif dan 
berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan, 
sedangkan hakim bersifat pasif. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu 
                                                  
76 Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2009,            
hal. 126. 
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memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya, tetapi yang perlu 
dibuktikan adalah peristiwanya atau hubungan hukumnya yang menjadi dasar 
adanya hak perdata pihak-pihak berperkara. Hakim menurut asas hukum acara 
perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis, 
dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata (materiil) terhadap 
perkara yang diperiksa dan diputuskannya.77 
Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus terpenuhi 
beberapa aspek yakni: Aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam setiap putusan 
hakim. Melihat dari aspek filosofis yakni hakim harus mempertimbangkan segala 
putusan dengan aspek keadilan dapat dicapai, dipertanggungjawabkan dan 
diwujudkan. Aspek yuridis dari putusan hakim yakni aspek pertama dan utama 
dengan berpatokan Undang-Undang yang berlaku, maka dari itu hakim harus 
memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, 
sehingga hakim bisa menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada 
manfaatnya, dan menciptakan keadilan bagi masyarakat. Sedangkan yang terakhir 
aspek sosiologis yakni mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam 
masyarakat. Penerapan dalam aspek filosofis dan sosiologis ini memerlukan 
pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu 
mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.78 
Fokus dalam penelitian ini yaitu penyelesaan perkara perdata jual beli 
melalui gugatan rekonpensi pada putusan momor 1/Pdt.G/2019/ PN.Bbs di 
                                                  
77 Ibid, hal. 115. 
78 Rifa’i, Ahmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 126. 
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Pengadilan Negeri Brebes. Penyelesaian pada perkara perdata ini, hakim 
menggunakan pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan.  
Penggugat/Tergugat rekonpensi dalam menguatkan dalilnya mengajukan 
bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut: 
1. Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3329141907660005 
atas nama Casmadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda 
P-1; 
2. Fotokopi Surat Tanda Ijin Mengemudi (SIM C) Nomor 660714310595 atas 
nama Casmadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2; 
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3329140907120011 atas nama Kepala 
Keluarga Casmadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda 
P-3; 
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW 01/407/63/VII/91 yang dikeluarkan 
oleh KUA Bulakamba tertanggal 3-07-1991 atas nama Casmadi dan 
Komandah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4; 
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00188 atas nama Casmadi, selanjutnya 
pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5; 
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5/YA/SKLN/VIII/2004 perihal pengurusan 
proses (konversi) dan balik nama dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah Yuni Andaryanti, SH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat 
tersebut diberi tanda P-6; 
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan 
Bangunan dari tahun 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 dan 2018, 
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7; 
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8. Fotokopi Kwitansi Pinjaman/Pencairan Kredit tertanggal 9 Oktober 2006 dari 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Banjaratma, selanjutnya pada 
fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8; 
9. Fotokopi Struk Pembayaran ganti rugi dari TIM Pengadaan Tanah ruas jalan 
Tol Pejagan Pemalang tertanggal 27-09-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti 
surat tersebut diberi tanda P-9; 
10. Fotokopi Nota tertanggal 1 November 2013 dari Tergugat II, selanjutnya pada 
fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10; 
11. Fotokopi Ekspedisi Surat Pengaduan dan Somasi dari Penggugat kepada 
Tergugat I tertanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat 
tersebut diberi tanda P-11; 
12. Fotokopi Nota Pembayaran Tanah tertanggal 06 September 2010, selanjutnya 
pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -12; 
13. Fotokopi Surat Kuasa Pengambilan Agunan/Jaminan dari lembaga Keuangan 
PT. BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 01 Maret 2019 , 
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -13; 
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 559 an. Teguh Darmawan, 
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14. 
Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat disimpulman bahwa bukti 
P2, P3, dan P4, ketiganya hanya menerangkan tentang identitas Casmadi dan 
keluarganya. Bukti P-7 hanya menerangkan bahwa terhadap obyek sengketa 
pajaknya masih dibayarkan oleh Penggugat. Bukti P-8 menerangkan bahwa 
Penggugat merupakan Debitur dari Tergugat I. Bukti P-9 merupakan keterangan 
biasa tentang Pembayaran ganti rugi dari TIM Pengadaan Tanah ruas jalan TOL 
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Pejagan Pemalang. Bukti P-10 hanya merupakan nota yang membenarkan telah 
ada pembayaran kepada sdr. Nurhikmah (Tergugat II). Bukti P-11 hanya 
menerangkan tentang Ekspedisi Surat Pengaduan dan Somasi dari Penggugat 
kepada Tergugat I. Bukti P-12 merupakan surat keterangan biasa tentang harga 
tanah pembanding. Bukti P-13 merupakan keterangan tentang pembanding 
pengambilan barang jaminan. Bukti P-14 hanya pembanding dan bukan milik 
Penggugat maka hanya bernilai sebagai surat keterangan saja. Sedangkan untuk 
bukti P-1, P-5 dan P-6 karena tidak ada aslinya maka majelis hakim tidak 
pertimbangkan. 
Penggugat untuk menguatkan dalilnya, selain mengajukan bukti berupa 
surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-14 juga menghadirkan saksi-saksi yaitu 
Khasbullah, Handoyo, Henni Rosianawati, dan Setiadi Handoko, yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
1. Khasbullah menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau saudara Casmadi Bin 
Sukyadi mempunyai hutang pada akhir tahun 2009 karena pada saat itu 
Penggugat ketemu saksi karena tanahnya terkena proyek jalan Tol dan tanah 
saksi juga terkena proyek jalan Tol dan pada saat itu saudara Casmadi Bin 
Sukyadi cerita ke saksi kalau dirinya mempunyai hutang ke BRI sehingga pada 
saat itu Penggugat mau pinjam uang ke saksi. 
2. Handoyo menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui saudara Casmadi 
mempunyai hutang kepada saudara Walim akan tetapi saudara Casmadi pada 
tanggal 18 Agustus 2009 pernah curhat ke saksi kalau saudara Casmadi mau 
pinjam uang ke Walim dan pada saat itu saksi mengatakan ke saudara Casmadi 
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jangan pinjam uang ke saudara Walim dan yang sebenarnya pada saat itu 
saudara Casmadi sudah pinjam uang ke saudara Walim. 
3. Henni Rosianawati menerangkan bahwa saksi tahu saudara Walim datang ke 
rumah Casmadi Bin Sukyadi karena pada saat itu saudara Walim datang ke 
toko saksi dan menanyakan saudara Casmadi Bin Sukyadi dan pada saat itu 
saksi mengatakan ke saudara Walim kalau saudara Casmadi Bin Sukyadi tidak 
ada di rumahnya dan saksi tidak tahu keperluan saudara Walim datang ke 
rumah saudara Casmadi Bin Sukyadi dan pada saat itu saudara Walim 
mengatakan “brengsek dicari tidak ada terus”.  
4. Setiadi Handoko yang menerangkan bahwa proses pengambilan jaminan 
debitur harus didampingi oleh marketing sebagai penjamin selain surat kuasa 
dan berita acara untuk nanti kelengkapan di kantor dan ada format untuk 
penyerahan jaminan dan dokumentasi berupa foto dan bahwa saksi dalam 
pengambilan suatu jaminan tidak cukup dengan surat kwitansi sebagaimana 
dalam bukti T1-1 dan T1-3 dan itu sebatas pada saat saksi bekerja di Bank 
Danamon saja kalau di Bank lain saksi tidak tahu. 
Berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti berupa 
surat maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu 
sama lain, dapat disimpulkan Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa 
Penggugat adalah debitur dari Tergugat I dan mempunyai Pinjaman kredit 
sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I. 
Penggugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00188/Ds. 
Banjaratma, Kecamatan Bulakamba atas nama Casmadi dan Penggugat mengalami 
gagal bayar terhadap Tergugat I, saksi Handoyo dan saksi Henni Rosianawati 
  
73 
menerangkan bahwa Penggugat juga mempunyai hutang kepada Walim (suami 
Tergugat II). 
Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka majelis 
hakim akan mempertimbangkan dalil dalil sangkalan/bantahan dari Para Tergugat 
tersebut. Fokus dalam penelitian ini adalah penyelesaian gugatan rekonpensi 
dalam penyelesaian perkara jual beli, maka penulis hanya memfokuskan pada 
tanggapan atau jawaban dan bukti-bukti tergugat II yang berhubungan dengan 
gugatan rekonpensi. Bukti yang diajukan Tergugat II berupa bukti TII-1 sampai 
dengan TII-6, antara lain: 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3329145808750001 atas nama 
Nur Khikmah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-
1; 
2. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Banjaratma, Kecamatan 
Bulakamba, Kab. Brebes Nomor 20/V/2017 tertanggal 15 April 2017, 
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-2; 
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0286/23/III/2011 atas nama WALIM 
dengan Nur Khikmah tertanggal 09 Maret 2011, selanjutnya pada fotokopi 
bukti surat tersebut diberi tanda TII-3; 
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran atas obyek sengketa yang ditandatangani oleh 
Casmadi (Penggugat) dan istrinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat 
tersebut diberi tanda TII-4; 
5. Fotokopi tanda terima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) 
tertanggal 29-1-2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi 
tanda TII-5; 
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6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00188/Ds. Banjaratma, 
Kecamatan Bulakamba atas nama CASMADI, selanjutnya pada fotokopi bukti 
surat tersebut diberi tanda TII-6; 
Berdasarkan bukti surat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bukti 
T.II-1 merupakan identitas dari Tergugat II. Bukti TII-2 dan TII-3 menerangkan 
bahwa suami Tergugat II telah meninggal dunia dan keduanya pernah menikah. 
Bukti TII-4 merupakan akta bawah tangan yaitu suatu akta atau keterangan yang 
dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak. Bukti TII-5 merupakan surat 
keterangan biasa. Bukti TII-6 merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan 
pejabat umum yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan pembuktian 
yang sempurna, dimana ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 
Selain bukti surat Tergugat II juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
1. Sunar menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani di suatu kwintansi 
dan Bahwa pada saat itu saksi di panggil oleh almarhum Walim untuk 
menandatangani di suatu kwitansi dan pada saat itu ada saudara Casmadi. Bin 
Sukyadi dan saat itu almarhum Walim menceritakan kalau dirinya telah 
membeli tanah milik saudara Casmadi Bin Sukyadi serta kwitansi tersebut 
sebagai pembayaran yang pertama dan pada saat saksi tandatangan di 
kwintansi bentuknya saudara Casmadi Bin Sukyadi dan almarhum Walim 
sudah tandatangan baru kemudian saksi tanda tangan dan ada saudara Darlam. 
2. Darlam menerangkan bahwa saat saksi sedang membeli semen di toko matrial 
almarhum Walim adalah “tolong jangan pergi dulu menyaksikan saya membeli 
tanah” dan saudara Casmadi Bin Sukyadi pada saat datang ke rumah almarhum 
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Walim bersama dengan istrinya sekira jam 10.00 wib serta saksi saat saksi 
datang di rumah almarhum Walim saudara Sunar sudah ada di rumah 
almarhum Walim. 
3. Prof. Dr. H. Achmad Busro, S.H. M.Hum, sebagai dosen UNDIP semarang 
menerangkan bahwa menurut saksi jual beli adalah sebagaimana dalam Pasal 
1457 disebutkan jual beli terjadi diantara pihak pihak dimana adanya 
konsensus/kesepakatan para pihak dimana dalam Pasal 1320 ada 4 (empat) 
syarat jual beli yaitu: Harus ada kata sepakat, Harus cakap, Hal tertentu, Causa 
yang halal, dimana pada poin 1 dan 2 adalah syarat subyektif sedangkan point 
3 dan 4 adalah syarat Obyektif dan Bahwa saksi jual beli terjadi meskipun itu 
secara lisan kalau para pihak sudah sepakat apalagi itu sudah ada kesepakatan 
didalam kwitansi dan menurut saksi itu sah sebagai syarat jual beli. 
Berdasarkan dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II terhadap 
perbuatan Tergugat II menguasai dan mengambil hak atau harta Penggugat yaitu 
tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 00188 atas nama Casmadi 
Bin Sukyadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti TII-4 berupa Kwitansi 
pembayaran atas obyek sengketa yang ditandatangani oleh Casmadi (Penggugat) 
dan istrinya, menurut majelis hakim merupakan Akta Bawah Tangan yang ditanda 
tangani oleh Casmadi sendiri dan Isterinya. Bukti TII-5 berupa tanda terima uang 
sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 29-1-2008 merupakan 
akta bawah tangan yang menerangkan penerimaan uang oleh Penggugat dari 
Tergugat II. Saksi Sunar menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani di 
suatu kwintansi dan Bahwa pada saat itu saksi dipanggil oleh almarhum Walim 
untuk menandatangani di suatu kwitansi dan pada saat itu ada saudara Casmadi 
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Bin Sukyadi dan saat itu almarhum Walim menceritakan kalau dirinya telah 
membeli tanah milik saudara Casmadi Bin Sukyadi serta kwitansi tersebut sebagai 
pembayaran yang pertama dan pada saat saksi tandatangan di kwintansi bentuknya 
saudara Casmadi Bin Sukyadi dan almarhum Walim sudah tandatangan baru 
kemudian saksi tanda tangan dan ada saudara Darlam 
Saksi Darlam menerangkan bahwa saat saksi sedang membeli semen di 
toko matrial almarhum Walim adalah “tolong jangan pergi dulu menyaksikan saya 
membeli tanah” dan saudara Casmadi Bin Sukyadi pada saat datang ke rumah 
almarhum Walim bersama dengan istrinya sekira jam 10.00 wib serta saksi saat 
saksi datang di rumah almarhum Walim saudara Sunar sudah ada di rumah 
almarhum Walim. Bukti TII-4 merupakan akta bawah tangan yaitu akta yang 
ditandatangani oleh orang yang namanya tersebut di dalamnya sehingga ada 
perbuatan hukum atau hubungan hukum dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti 
dari yang disebutkan di dalamnya. 
Akta tersebut juga dengan jelas menyebutkan jual beli pekarangan dengan 
batas-tanah yang sama dengan hasil pemeriksaan setempat oleh majelis hakim. 
Dengan demikian telah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Alm.suami 
Tergugat II yaitu perjanjian tentang pembayaran sejumlah uang atas penjualan 
tanah obyek sengketa. Sebagaimana dalam bukti TII-4 yang di dalamnya 
menjelaskan tentang adanya perjanjian Penggugat untuk menjual sebidang tanah 
yang terletak di Desa Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes dimana selain 
ditandatangani oleh Penggugat dan isterinya juga ditandatangani oleh dua orang 
saksi yaitu Sunar dan Darlam. Bukti TII-4 tertulis dengan jelas untuk pembayaran 
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tanah pekarangan yang terletak di Desa Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kab.Brebes 
RT I RW II dengan batas-batas: 
- Sebelah Barat adalah rumah Slamet Yuning; 
- Sebelah Timur adalah Jalan Raya Banjaratma; 
- Sebelah Utara adalah rumah Rusbad; 
- Sebelah Selatan adalah rumah Komandah. 
Dengan demikian telah ada kesepakatan jual beli antara Penggugat dan 
Tergugat II dimana disepakati dengan harga Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan 
juta rupiah), dan pembayarannya dilakukan secara bertahap sebagai mana bukti 
TII-4. Penggugat saat itu juga menerima pembayaran sejumlah Rp. 10.000.000 
(sepuluh juta rupiah) dengan sisa pembayaran yang akan dibayarkan kemudian. 
Bukti TII-4 dan bukti TII-5 serta dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi dari 
Tergugat II yaitu Sunar dan Darlam maka dapat disimpulkan bahwa telah ada 
perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat II. 
Replik dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat hanya merasa 
berhutang sangatlah tidak beralasan dan harus dikesampingkan. Dengan demikian 
perjanjian jual beli telah terjadi antara pihak Penggugat dan pihak Walim (dalam 
hal ini suami Tergugat II) dimana dalam perjanjian sebagaimana bukti TII-4 telah 
adanya konsensus/kesepakatan antara para pihak tentang harga dan letak tanah 
yang dijual. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPer terdapat 4 (empat) syarat Perjanjian 
yaitu: Harus ada kata sepakat, Harus Cakap, Hal tertentu, Causa yang halal, 
dimana pada poin 1 dan 2 adalah syarat subyektif sedangkan point 3 dan 4 adalah 
syarat Obyektif. 
  
78 
Keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Handoyo dan saksi Henni 
Rosianawati yang menyatakan bahwa sdr Walim mempunyai karakter yang kasar 
tidak-lah dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat karena unsur pemaksaan 
dalam perjanjian tersebut tidak dapat dibuktikan, terlebih lagi Penggugat dan 
isterinya juga telah menandatangani kwitansi tersebut. Dengan demikian telah ada 
hubungan hukum antara Penggugat dan alm.Walim tentang Perjanjian jual beli 
tanah. 
Jadi perjanjian jual beli antara Penggugat dan Walim adalah sah dan 
selanjutnya prosedur formal jual beli tanah haruslah dilalui yaitu pembuatan akta 
Jual Beli dan seterusnya sebagai dasar peralihan hak milik atas tanah. Perbuatan 
Tergugat II menguasai dan mengambil hak atau harta Penggugat yaitu tanah 
pekarangan adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena 
merupakan tahapan pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan si 
pembeli barang yaitu sebidang tanah seluas 172 m² yang di atasnya berdiri sebuah 
bangunan permanen yang terletak di RT. 01/RW.02 Desa Banjaratma, Kecamatan 
Bulakamba, Kabupaten Brebes beserta Sertifikat Hak Milik nomor: 00188 atas 
nama Casmadi Bin Sukyadi adalah milik Tergugat II. 
Sebagaimana uraian di atas karena penguasaan Tergugat II didasarkan pada 
Perjanjian jual beli bawah tangan yang dikuatkan dengan dua orang saksi maka 
penguasaan tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 00188 atas 
nama Casmadi Bin Sukyadi bukanlah perbuatan melawan hukum. Dengan 
demikian petitum nomor 3 yang menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai dan 
mengambil hak atau harta Penggugat yaitu tanah pekarangan dengan Serifikat Hak 
Milik nomor: 00188 atas nama Casmadi Bin Sukyadi secara sewenang-wenang 
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dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan yang berlaku adalah Perbuatan 
Melawan Hukum menurut penulis sudah benar yaitu haruslah ditolak. Kemudian 
petitum nomor 6 yang memerintahkan kepada Tergugat II untuk meninggalkan 
dan mengosongkan rumah atau bangunan di atas tanah dengan Sertifikat Hak 
Milik nomor: 00188 atas nama Casmadi Bin Sukyadi milik Penggugat juga 
haruslah ditolak, karena penguasaan Tergugat II adalah sah berdasarkan Perjanjian 
jual beli antara Penggugat dan Tergugat II. 
Jadi perjanjian jual beli antara Penggugat dan Walim adalah sah dan 
selanjutnya prosedur formal atas jual beli tanah haruslah dilalui yaitu pembuatan 
Akta Jual Beli dan seterusnya sebagai dasar peralihan hak milik atas tanah. Atas 
pemohonan Penggugat Rekonpensi untuk menetapkan tanah obyek sengketa 
adalah sah milik alm. Walim yang merupakan petitum pokok dari gugatan 
Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi haruslah dikabulkan. Oleh karena petitum 
pokok dalam gugatan rekonpensi telah dikabulkan maka sudah seharusnya sebagai 
penjual yang baik mempunyai kewajiban membantu proses peralihan hak atas 
tanah sebagaimana tersebut dalam SHM. No. 00188 tertulis atas nama Casmadi 
(obyek Sengketa) yang terletak di Desa Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kab. 
Brebes. 
Peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses beracara perdata yakni harus 
adanya pembuktian yang mana pembuktian ini memberikan keterangan kepada 
hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan dengan alat-alat 
bukti yang tersedia. Dalam pasal 1870 KUH Perdata yang berbunyi: Bagi para 
pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orangorang 
yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti 
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yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Sedangkan dalam pasal 165 
HIR berbunyi: akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. 
Mengikat dalam artian apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercayai 
oleh hakim.79 
Pada suatu akta otentik terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian 
yakni: Pertama, mempunyai kekuatan pembuktian formil, yang membuktikan 
antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta 
tersebut. Kedua, mempunyai pembuktian materiil, yang membuktikan antara para 
pihak bahwa apa-apa yang mereka terangkan, kemudian ditulis dalam akta, 
sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, mempunyai kekuatan pembuktian lahir atau 
keluar, yang membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan, tetapi 
juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tertulis dalam akta itu kedua 
belah pihak telah menghadap pejabat umum dan menerangkan apa yang ditulis 
dalam akta tersebut. 
Jadi penyelesaan perkara perdata jual beli melalui gugatan rekonpensi pada 
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/ PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes dilakukan 
dengan pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan hakim. Berdasarkan bukti-
bukti dan pertimbangan hakim tersebut disimpulkan bahwa hubungan hukum 
antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan Aim. Walim (suami 
Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) adalah jual beli atas tanah 
sebagaimana tersebut dalam SHM No. 00188 tertulis atas nama Casmadi (obyek 
sengketa) terletak di Desa Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes, bukan 
                                                  
79 Sasangka, Hari, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Bandung: Mandar Maju, 
2005, hal. 25. 
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hutang piutang/minjam meminjam uang sebagaimana yang telah didalilkan oleh 
Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Dengan demikian perjanjian jual beli 
telah terjadi antara pihak Penggugat dan pihak Walim (dalam hal ini suami 
Tergugat II) dimana dalam perjanjian sebagaimana bukti TII-4 berupa fotokopi 
Kwitansi pembayaran atas obyek sengketa yang ditandatangani oleh Casmadi 
(Penggugat) dan istrinya, maka terjadi kesepakatan antara para pihak tentang harga 
dan letak tanah yang dijual sesuai dengan Pasal 1458 KUH Perdata dan telah 
memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.  
Oleh karena jual beli antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat 
Rekonpensi tersebut adalah sah maka penguasaan atas sebidang tanah yang 
terletak di Desa Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kab.Brebes sebagaimana SHM. 
No. 00188 atas nama Casmadi oleh Penggugat Rekonpensi/selaku istri & ahli 
waris Alm. Walim adalah sah menurut hukum dan sudah seharusnya sebagai 
penjual yang baik mempunyai kewajiban membantu proses peralihan hak atas 
tanah sebagaimana tersebut dalam SHM. No. 00188 tertulis atas nama Casmadi 
(obyek Sengketa) yang terletak di Desa Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes 
sesuai dengan Pasal 1474 KUH Perdata. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil dari studi pustaka Putusan Pengadilan Negeri Brebes 
Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bbs, peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan putusan pengadilan, dan landasan teori serta pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:  
1. Dasar gugat rekonpensi dalam penyelesaan perkara perdata jual beli pada 
putusan nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes yaitu Pasal 
1458 Jo. Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1473, 1474, 1475 KUH Perdata. 
Hubungan hukum antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan 
Aim Walim (suami Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) adalah jual 
beli atas tanah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 00188 tertulis atas nama 
Casmadi (obyek sengketa) terletak di Desa Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kab. 
Brebes, bukan hutang piutang/minjam meminjam uang sebagaimana yang 
telah didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. 
2. Penyelesaan perkara perdata jual beli melalui gugatan rekonpensi pada putusan 
nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes dilakukan dengan 
pembuktian dan pertimbangan. Berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan 
hakim terbukti bahwa perjanjian jual beli telah terjadi antara pihak Penggugat 
dan pihak Walim (dalam hal ini suami Tergugat II) sebagaimana bukti TII-4 
berupa fotokopi Kwitansi pembayaran atas obyek sengketa yang ditanda 
tangani oleh Casmadi (Penggugat) dan istrinya, maka terjadi kesepakatan 
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antara para pihak tentang harga dan letak tanah yang dijual sesuai dengan 
Pasal 1458 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang 
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jual beli antara Penggugat Rekonpensi 
dengan Tergugat Rekonpensi tersebut adalah sah sehingga penguasaan atas 
obyek sengketa oleh Penggugat Rekonpensi/selaku istri & ahli waris Alm. 
Walim adalah sah menurut hukum dan sudah seharusnya sebagai penjual yang 
baik mempunyai kewajiban membantu proses peralihan hak atas tanah 
sebagaimana tersebut dalam SHM. No. 00188 tertulis atas nama Casmadi 
(obyek Sengketa) yang terletak di Desa Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kab. 
Brebes sesuai dengan Pasal 1474 KUH Perdata. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang 
dapat disampaikan penulis sebagai berikut: 
1. Bagi Tergugat, dalam menghadapi perkara perdata, apabila merasa belum 
terdapat dalam petitum gugatan mengenai kepentingan tergugat dan hanya 
kepentingan Penggugat saja yang diutamakan, maka Tergugat dapat 
melakukan gugatan balik atau rekonpensi, supaya adanya hukum yang adil 
bisa diterapkan di Pengadilan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. 
2. Bagi Masyarakat, diharapkan memahami tentang prosedur pelaksanaan 
penyelesaian perkara perdata dalam peradilan kepada masyarakat khususnya 
mengenai gugat balik (rekonpensi) serta diharapkan dapat memberikan 
pertimbangan dan solusi kepada para pencari keadilan untuk mempertahankan 
haknya melalui gugatan rekonpensi saat mengalami perkara perdata. 
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